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PUTUSAN
NOMOR i 20lcl2019lP'luN.JBt

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO, Tempat kedudukan
di Jalan M. Saidi Nomor 662, Kabupaten Bungo, provinsi

Jambi.Email: kpu_bungo@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGATI ;

2. GUBERNUR JAMBI, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad yani
Nomor l,Kecamatan Telanai pura,

Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
SETDA.HKM-2 .ZAX|2O19 Tanggat

Dalarn hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama

Pekerjaan

Kota Jambi, Provinsi

Nomor : 2646/SKU/

12 September 20i9.

U: M. ALI ZAINI

: Pegawai Neg

-

a

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama,

dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini,

dalam sengketa antaia ;

HENDRI NOVR|ZA,S.Sos, Kewarganegaraan lndonesia, tempat tinggal di

Jalan Diponegoro Lorong Budidaya Nomor 9g, Kelurahan

Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi, pekerjaan swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2g Agustus 201g.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUWANDI, S.H,M H.

2. EFDIZAM,S.H.

Kesemuanyakewarganegaraan lndonesia, pekerjaan

AdvokaUKonsultan Hukum pada Kantor Hukum
Suwandi,S.H,M.H. beralamat di Jalan lbrahim Syamsir
Nomor39 RT 009/003, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan
Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, provinsi Jambi, Email :

Suwandi.thorisaina@qmail.com;

Halaman

L

Pulusan Nomor

-*)



: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

: WILLI CARAMOON, S.H,M.H.

: Pegawai Negeri Sipil

: Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Setda Provinsi Jambi

: SUGIANTO,S.H

: Pegawai Negeri Sipil

: Kepala Biro Hukum Setda provinsi Jambi

: BALLISSHADA, S.H,M.H.

: Pegawai Negeri Sipil

: Kasubbag Penegakan HAM pada Biro

Hukum Setda Provinsi Jambi

: MARLIANTO,S.H.

: Pegawai Negeri Sipil

: Kasubbag Sengketa Hukum pada Biro

Hukum Setda Provinsi Jambi

: MAIFUL EFENDI, S.H,M.H.

: Pengacara

: Tim Kuasa Hukum Pemerintah provinsi

Jambi

: ZAINURMAN, S.H,M.H.

:Pengacara

: Tim Kuasa Hukum pemerintah provinsi

Jambi

B Nama : TLHAM KURNTAWAN DART,AS, S.H,M.H.
Pekerjaan : pengacara

Jabatan : Tim Kuasa Hukum pemerintah provinsi

Jambi

Kesemuanya kewarganegaraan lndonesia, beralamat di
Jalan Jenderal Ahmad yani Nomor 1, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi, provinsi Jambi, Email :

ilhamdartia s@va hoo. com

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3.ALFlAN,S.M,Kewarganegaraan lndonesia, tempat tinggal di
Durian RT 01, Desa Muaro Tebo pandak, Kecamatan

Sungai

Jabatan

2. Nama

Pekerjaan

Jabatan

3. Nanra

Pekeriaan

Jabatan

4. Nama

Pekerjaan

Jabatan

5. Nama

Pekerjaan

Jabatan

6. Narna

Pekerjaan

Jabatan

7. Nama

Pekerjaan

Jabatan

r
Lubuk, Kabupaten Bungo, provinsi Jambi,
Wiraswasta;
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Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 22 Oktober 2019;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

,1. EDRIANTO,S.HI

2. ISRA ABDI,S.H.

3. MAIFUL EFENDI,S.H,M,H.

4. ZAINURMAN,S.H,MH.

5. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS,S.H,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan lndonesia, pekerjan I

AdvokaUPenasehat Hukum pada Kantor Hukum
"EDRIANTO-ISRA ABADI&REi(AN", beratamat di Jatan
Pangeran Hidayat Nomor g0 RT.15, Kelurahan Suka Karya,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, provinsi Jambi, Email :

advokated flan hoo.co

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ll TNTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua pengadiran Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 20/PEN-D|Si201g/pTUN.JBt, tanggal 12 September 2019 tentang
Lolos Dismissal proses 

;

- Telah membaca Perletapan Ketua pengadiran Tata Usaha Negara Jambi
Nomoi' : 20/PEN-MH/20i9/pTUN.JBI, tanggal 12 September 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Surat penunjukan panitera pengganti dan Jurusita
Pengganti Nomor : 20/pEN-ppJS/2019/PTUN.JBl tanggal 12 September
2019;

Telah membaca

PP/2019/PTUN.JBI, tanggal .13 September 2019 tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan persiapan 

;

Telah membaca Surat penunjukan pergantian panitera pengganti Nomor:
2OlPEN-PP/c/20jg/pTUN.JBt tanggal 7 Oktober 20.t g;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2OlpEN_
HS/2019/ PTUN.JB|, tanggat 16 Oktober 201g tentang Hari dan Tanggal
Persidangan;

Telah membaca putusan Sela Nomor:2Olc/INTV/201 g/p-ruN.JBl tanggal
30 Oktober 2019;

Telah membaca penetapan Ketua pengadilan Tata Usaha Neg
Nomor 20/PEN-MH/20'19/PTUN.JBI, tanggat B Januari 202

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2OlpEN_

lr\
E

Penunjukan Majelis llakim
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Telah membaca berkas perkara a guo, rnembaca bukti surat dari para
pihak, dan mendengar keterangan
persidangan;

para pihak yang bersengketa di

TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya

tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2019
dengan Register perkara Nomor : ZOtGtzOlgtpTUN.JBl, dan telah
diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal_hal
sebagai berikut ;

A. OBJEKSENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adarah
Suiat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I

dan ll selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu:
1 . Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 21g

/P1.01.9-KpU 1508 /KpU.KabA/il /2Oig, Tanggat 21 Juti 2019.
Tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan peruvakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pemirihan Umum Tahun 2019.
Khusus Lampiran lll An. ALFIAN dari partai Amanat Nasional
Daerah pemilihan Bungo 3;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946 / KEp GUB /SETDA.PEM_
OTD A-2.21201 S tentang peresmian pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo provinsi Jambi Masa
Jabatan 2019_2024, tanggal .15 Agustus 2019, khusus Lampiran An.
Alfian, S.M. dari partai Amanat Nasional Daerah pemilihan Bungo 3 .

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang

dikeluarkan oreh rergugat rdan Tergugat il tersebut diatas terah
memenuhi ketentuan pasal 1 angka 2, UU No 5 Tahun .l gg6
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. y a i t u Badan atau pejabat
Tata usaha Negara adalah Badan.atau pejabat yang melaksanakan
urusan pemerintahan berdasarkan perundangan_undangan yang
berlaku;

2. Bahwa Tergugat I dan ll adalah Badan atau pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dengan demik
dikualifikasikan sebagai Badan atau
sebagaimana dimaksud pada pasal 1

ian Para Tergugat sud

Pejabat Tata Usa ar
butir 8 Undang- un

Halaman 4
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51 Tahun 2009 jo Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No : 5 Tahunlgg6 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Otrjek sengketa yang telah dikeluarkan itu merupakan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat
sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir g undang_undang
Nomor. 51 Tahun 2009 1b Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor: 5 Tahun
1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : karena surat keputusan yang dikeluarkan Oleh
Tergugat I dan ll adalah nyata_nyata dibuat oleh
Tergugat, tidak abstrak, tapi beruvujud tertulis,
tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang

akan dilakukan;

lndividual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat
tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi
seseorang atau badan Hukum perdata dan bukan
untuk umum;

Final : karena Surat Kepufusan yang dikeluarkan Tergugat ldan ll

tersdbut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari
instansi/pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena
KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah
menimbulkan akibat hukum

4. Tergugat ldan ll adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyd
atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata."(pasat 1 angka 12 UU No 51 Tahun 2009);

UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU
5. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat I Tanggal 21 Juli 2019.

Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat lt Tanggat 15 Agustus
2019,

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat I di ketahui
Penggugat pada tanggal 21 Juli 2019. Bahwa Objek Sengketa yang
diterbitkan Tergugat ll di ketahui penggugat pada tanggal .15 Agustus
2019:

7. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif
mengirim Surat Keberatan dan permohonan penundaa

Anggota DPRD Kabupaten Bungo Dapil bungo 3. Oari pj,rthi

4
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Nasional an. Alfian Kepada KPU Provinsi Jambi Pada Tgl. 23

Agustus 2019

Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi pemilihan Umum

Kabupaten Bungo;

8. Bahwa Pada Tgl. 23 Agustus 2019 Penggugat juga telah melakukan

Upaya Administratif dan telah mengirim Surat Keberatan dan

Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota DpRD Kabupaten

Bungo Dapil bungo 3. dari Partai Amanat Nasional an. Alfian Kepada

Gubernur Jambi

Bahwa Sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari

Gubernur Jambi;

9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

lndonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa,Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya

Administratif. Pasal 5 ayat 1. Berbunyi Tenggang waktu Pengajuan
' Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak

keputusan atas upaya administratif diterima oleh urarga masyarakat

atau diumu,rkan oleh Badan dan.atau pejabat administrasi

pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative;

10. Bahwa Pasal 55 Undang-undang N0 S Tahun '1986 sebagaimana

telah diubah Undang-undang Nomor 0g Tahun 2004 dan

Perubahan kedua Undang-undang N0 51 tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ,

Bahwa Gugatan dapat Diajukan hanya dalam Tenggang waktu g0

. (Sembilan puluh) sejak saat diterimanya atau diumumkannya

keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

D. KEPENTINGAN PENGGUGATYANG DIRUGIKAN:
11. Bahwa Undang-Undang Nomor g Tahun 2004 tentang perubahan

. Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang peradilan Tata
Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak
konstitusional) kepada perora ngan (natuurtijk persoon) maupun
badan hukum (rechts persoon) untuk mengoreksi Keputusan Tata
Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya

melalui saluran hukum

mengajukan gugatan sec

12. Bahwa Penggugat mer

Perwakilan Daerah Kabu

Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan

ara tertulis;

upakan calo

paten Bungo

Halannn 6
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dengan Nomor Urut 5 pada Daerah Pemilihan Bungo 3 Kabupaten

Bungo, Provinsi Jambi, yang berdasarkan Oblek Gugatan/Sengketa

tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Terpilih anggota DPRD

Kabupaten Bungo oleh -fergugat I dan Peresmian pengangkatan

oleh Tergugat ll, meskipun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di

Daerah Pemilihan bungo 3 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Penggugat adalah peraih suara terbanyak pertama dari Partai

Amanat Nasional:

13. Bahwa penyebab tidak ditetapkannya Penggugat sebagaimana

Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo sebagaiman

dalam Objek Perkara karena Tergugat I tidak melaksanakan

Putusan Badan Pengawas Pemilihan lJmum Provinsi Jambi Nomor :

OS/ADM/BWSUPEMILU/PROV/20'19, tanggal 21 Mei 20',l9

05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019, yang

dalam amar putusannya pada angka 4. memerintahkan Kepada

Terlapor ll (KPU Kabupaten Bungo ) untuk melakukan perbaikan

dan pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD
- KAB/KOTA KabUpaten Bungo untuk Perolehan Suara Partai

Amanat Nasional (PAN) Calon NOMOR URUT 1 (As'ad. S.Sos) dan

Calon NOMOR URUT 2 (ALFIAN) berdasarkan Formulir Model

DAA.1-Plano DPRD KAB/KOTA Dusun Tanjung Bungo dan Formulir

Model DAA.1-Plano DPRD KAB/KOTA Dusun Rantau Tipu;

Angka 5. Memerintahkan Kepada Terlapor ll (KpU Kabupaten

Bungo) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak
putusan ini dibacakan;

14. Bahwa akibat tidak dilaksanakan putusan Bawaslu oleh Tergugat I

dan dikeluarkanya objek sengketa oleh Tergugat I dan ll berdampak

terhadap perolehan suara penggugat yang menjadi terbanyak ke 2.

Dengan dentikian Penggugat jelas-jelas sebagai pihak yang sangat
dirugikan oleh Tergugat I dan ll karena tidak ditetapkannya sebagai
Calon Terpilih Anggota DpRD Kabupaten Bungo pemilihan Umum
Tahun 2019 , dan dilakukan peresmian pengangkatan Anggota
DPRD Kabupaten Bungo Masa Jabatan 2019_2024:

15. Bahwa atas dasar tersebut diatas pengggugat merasa dirugikan,
berdasarkan Pasal 53 Ayat 1

sebagaimana telah diubah

2004 dan Perubahan kedua

Undang-undang N0 5 Tahun-.,:tg86

Undang-unciang Nomor 0g -.Ta h

Undang-undang N0 51 tahu

Halaman 7 dei I
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Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ; ! "

Seseorang atau badan hukunr Perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi ";

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas

kepentingan hukum Penggugat telah diabaikan dan dilanggar

dengan terbitnya Objek GugataniSengketa. Hai tersebut telah

membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (legal standing)

sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan,;

E. DASAR ALASAN GUGATAN:

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum

pengajuan gugatan a guo, Penggugat terlebih dahulu menyampaikan

kepada Majelis Hakim Perrgadilan Tata Usaha Negara Jarnbi bahwa

Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh

Teigugat I dan Tergugat ll.

Adapun hal yan! menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat

adalah sebagai berikut:

17. Bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif Dewan

Perurakilan Daerah Kabupaten Bungo dari Partai Amanat Nasional

dengan Nomor Urut 5 pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten BunEo,

Provinsi Jambi. yang berdasarkan Objek Gugatan/Sengketa tidhk

ditetapkan sebagai Daftar Calorr Terpilih anggota DPRD

Kabupaten Bungo oleh Tergugat I dan Peresmian pengangkatan

oleh Tergugat ll;

18. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada

Daerah pemilihan Bungo 3 Kabupaten Bungo Propinsi Jambi pada

perhitungan awal berdasarkan seluruh Formulir Model DAA.1-

Plano DPRD KAB/KOTA, Penggugat An. Hendri Novriza No Urut

5. merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara

1.500 (senbu lima ratus ) suara, yang kemudian berubah menjadi
"terbanyak kedua"sebagai akibat adanya perpindahan/pengalihan

suara sebanyak 10 suara dari caleg Nomor Urut .l Asad, kf'Faa...

ilri

ej

caleg Nomor Urut 2 Atfian., S.M, yang menjadikan nurof"fa1ri,y.Q.'' ,

'l:,' ,1@111,

lL',. '')rf3
Halaman 8 da*lgnauirn ,
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caleg Nomor Urut 2 Alfian., S.M meningkat dari 1.494 suara

menjadi 1.504 suara;

1S. Bahwa Penggugat merasa terlah terjadinya pelanggaran

Administrasi terhadap perpindahan suara yang mengakibatkan

terjadinya perubahan peringkat perolehan suara tersebut,

Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan, telah membuat

Laporan Kepada Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Badan yang

berwenang menyelesaikan sengketa Administratif berdasarkan

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pasal 460

1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran

terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap

tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode

etik-

Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 461

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran

administratif Pemilu;

2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan

membuat rekomendasi atas hasil ka.jiannya mengenai

pelanggaran adminiskatif Pemilu kepada pengawas Pemilu

secara berjenjang.

20. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan laporan Penggugat

Terhadap Tergugat I maka Badan Pengawas pemilihan Umum

Provinsi Jambi telah membuat keputusan sebagai berikut ;

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor : O5/ADM/BWSUPEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei

2019, yang dalam amar putusannya sebagai berikut;

Mengingat :

1 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.

2. Per-aturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ,,Eq
2 0 1 B re nta n g * ",T:lL;", 

l1 

ns s a ra n Ad m i n istra tif 

?1T.kii, t?ii
il:i, i:V(r lFi/
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1. lvlenyalakan Terlapor I ( Bawaslu Kabupaten Bungo ) tidak
terbukti secala sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran

terhadap Tata Cara, Prosedur, atau mekanisme pada tahapan

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu Tahun 201g

2. Menyatakan terlapor ll ( KPU Kabupaten Bungo ) dan Terlapor lll
(PPK Limbur Lubuk Mengkuang ) Terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara,prosedur,

atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara Pemilu Tahun 2019.

3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jambi untuk memberikan

Teguran tertulis kepada Terlapor ll ( KPU Kabupaten Bungo ) dan

1'erlapor lll ( PPK Limbur Lubuk Mengkuang )

4. Memerintahkan kepada Terlapor ll ( KPU Kabupaten Bungo ) dan

Terlapor lll ( PPK Limbur Lubuk Mengkuang ) untuk melakukan

perbaikan dan pembetulan pada formulir model DA1-DPRD

Kab/Kota kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir

model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan

suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon Nomor urut 1 dan

calon nomor urut 2 berdasarkan formulir model DAAl-Plano

DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir model

DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu.

5. Memerintahkan kepada Terlapor ll ( KPU Kabupaten Bungo ) dan

Terlapor lll (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melaksanakan

putusan ini paling larna 3 hari sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat I diperintahkan untuk

melaksanakan putusan Badan Pengawas pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor:OS/ADM/BWSUpEMILU/pROV/2019,

tanggal 21 Mei 2019, dalam waktu paling lama 3 hari namun

kenyataanya Tergugat I tidak menindaklanjuti outusan a quo

hingga batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan

dibacakan sampai saat Gugatan ini diajukan;

Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan keputusan Bawaslu oleh
Tergugat I Komisi Pemilihan Unrum Kabupaten Bungo Atas

Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Tersebut, Komisi pemilihan

Umum Republik lndonesia juga telah menyurati Komisi pemilihan

Umum Provinsi Jambi Nomor ; 923/HK.07-SD/06/KPUM./ZG[9--

hal Tindak Lanjut PrituTgl. 20 Juni 2019 sifat segera peri

Bawaslu Provinsi Jambi yang isinya ;

san
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Berkenan Surat KPU Kabupaten Bungo Nomor 4811HK.07-

SD/1508/KPU-KABI/-2019 Tanggal 21 Mei 2019 Perihal Mohon

Petunjuk dan arahan , disampaikan Hal-hal sebagai berikut ;

1. pasal 14 huruf j. UU N0 7. Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum, KPU Berkewajiban untuk melaksanakan Putusan

Bawaslu mengenai sanksi pelanggaran administrasi dan

sengketa proses pemilu

2. Tentang Pemilihan Umum, KPU Berkewajiban untuk

rnelaksanakan Putusan Bawaslu mengenai sanksi pelanggaran

administrasi dan sengketa proses pemilu

3. Pasal 463 ayat (3) UU N0 7. Tahun 2017 Tentang Pemilihan

UmumKPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib

menindaklanjuti putusan Bawaslu,Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu

paling lama lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terhitung sejak

diterbitkan putusan Bawaslu

4. Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05 / ADM /

BWSL / PEMILU /PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019. KPU

Kabupaten Bungo wajib melaksanakan dengan memedomani

angka 1. 2.3. sepanjang tidak disengketakan di Mahkamah

Konstitusi.. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum

Rl. Arif Budiman

23. Bahwa setelah adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia, Tergugat I KPU Kabupaten Bungo belum juga

melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nornor 05 / ADM /
BWSL /PEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019, kemudian

Tergugat I mengadakan Rapat Pleno dan mengeluarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/PL.O1 .9-

Kpt/1508/KPU.KabA/|12019, tanggal 21 Juli 2019 a quo,

menegaskan Penggugat menjadi peraih suara sah terbanyak

kedua 1.500 (seibu lirna rafus) suara, dan Alfian.,S.M menjadi

Calon Anggota Legisiatif peraih suara terbanyak pertama sebesar

1.504 (seibu lima ratus empat) suara, sehingga berdasarkan

Objek Gugatan/Sengketa maka Alfian.SM yang diangkat sebagai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi l\Iasa Jabatan 2019-2024., 
...:fi;.:.,24. Bahwa setelah Tergugat I Komisi Pemilihan Umum meng6ltiiirkan

su rat Keputusa n Nomor 2 1 9/P L. 0 1 . 9-KpU1 508/KpU. KabrX/tll?p.-,}" 
.
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tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan calon terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi

Jambi Masa Jabatan 2019-2024 Pemilihan Umum 2019.

Keputusan Tergugat I diajukan kepada Tergugat ll Gubemur

Jambi untuk dibuatkan surat Keputusan tentang Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Penirrakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo, kemudian atas dasar surat Tergugat I tersebut

Tergugat ll mengeluarl<an objek sengketa Keputusan Gubernur

Jambi Nomor 946 / KEP GUB /SETDA.PEM-OTDA-2.212O19

tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan

2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran An. Alfian,

S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah pemilihan Bungo 3;

25. Dengan demikian Perbuatan Terugat I dan ll jelas bertentangan

karena apabila Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/2019,

tanggal 21 Mei 2019 dilaksanakan dan dijalankan oleh Tergugat I,

maka Penggugat adalah peraih suara terbanyak pertama dari PAN

dalam pemilihan umum tahun 2019 di Daerah Pemilihan 3

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan perolehan suara sah

1.500 (senbu lima ratus) suara, dan Alfian., S.M peraih suara

terbanyak kedua dengan perolehan suara sebesar 1.494 (seibu

empat ratus sembilan puluh empat) suara;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Objek

Sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat ll jelas telah

melanggar dengan peraturan perundang-undangan karena dasar

dan pertimbangannya bertentangan dengan Pasal 14 huruf j

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ,

menyebutkan KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan

bawaslu mengenai sanksi administratif dan sengketa proses

Pemilu;

27. Bahwa apabila merujuk kepada keputusan Putusan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor:

05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/2019, tanggal 21 Mei 2019. yang

bersifat final dan mengikat seharusnya Tergugat I dalam

menerbitkan Objek sengketa harus mematuhi dan menjala$ffi{ '

: \i-
-_ ir\,/ i :.- |

I t.: lt
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Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Tergugat I jelas telah

melanggar Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 462. KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Pasal 463 ayat

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib

menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waKu paling lama

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terhitung sejak diterbitkan putusan

Bawaslu

28. Bahwa dari fakta-fakta akibat dikeluarnya keputusan Tergugat I

dan l! , baik secara formiil dan materiil, sangat jelas bertentangan

dengan ketentuan Pasal 9 dan '10 ayat ( 'l ) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 20'14 tentang Administrasi Pemerintahan;

Ayat(1) Setiap keputusan atau tindakan waiib berdasarkan

ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB dan

Ayat (2) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada

ayat 1 meliputi

A.Peraturan perundang-undanganyang menladi dasar

kewenangan

B. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan

atau tindakan

Pasal '10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Adminiskasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun

2014), menentukan asas-asas umum pemerintahan yang baik

(selanjutnya disebut AUPB) meliputi asas:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan; '

c. ketidakberpihakan;

d. kecermatan;

e, tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.

29. Bahwa beradasarkan uraian-uraian di atas maka

Objek Gugatan/Sengketa tidak memenuhi s

Halaman
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Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Pasat Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang mengatur;

Pasal 52

- Ayat (1): "Syarat Sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai proseduq

c. sublansi sesuai dengan obyek keputusan".,

- Ayat (2): "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 ) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

dan AIJPB

Sehingga Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah
cacat hukum dan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat

dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Bahwa dengan terbitnya Surat keputusan tersebut Tergugat

telah melanggar;

Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yang

meliputi sebagai berkut :

a. Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara
hukum yang mengutamakan landasan perafuran perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan
pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil

maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak
sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan
dalam Undang- undang, sehingga menimbulkan kerugian
materil maupun immaterial bagi Penggugat.

b. Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan
keteraturan, keselarasan,dan keseimbangan dalam
pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan
terbitnya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat telah
melanggar daripada Tertib penyelenggaraan Negara dan
nrerugikan Penggugat.

c. Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu
peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakal..
sehingga warga masyarakat dapat mengakses 

._.Sem"ua.-..
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatifi'terii#H;'"wi

xrt".rn tc o"rlas njalin
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Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia.

d. Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewa.jiban penyelenggara Negara

e. Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

f. Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari

Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungiawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertirrggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yangberlaku.

Sehingga Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah
cacat hukum dan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat

dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

30. Bahwa karena objek sengketa tersebut diteibitkan dengan

alasan yang tidak berdasarkan terhadap peraturan perundang-

undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan

perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui

kewerrangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas

Kecerrnatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana

diatur dalam pasal 53 Ayat 1. dan ayat 2 huruf a dan b Undang-

Undang Nomor: I Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor: 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha
Pasal 53 ayat '1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau

melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Maka, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah
tidak sah, oleh karena tidak sah maka surat keputusan tersebut
harus dinyatakan batal.

3'1 . Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tidak sah dan

batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut
surat keputusan yang telah diterbitkannya.

Berdasarkan Alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka
Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara_ Jambi,
berketran memberikan keputusan sebagai berikut ;

F. PETITUM

Halaman 15dari 89 hatanan
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1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. tilenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor 219 /P1.01 .9-KpU 1508 /KPU.KabA/ll /2019,

Tanggal 21 Juli 2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun

20'19. Khusus Lanrpiran lll An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional

Daerah Pemilihan Bungo 3

3. lt/lewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bungo Nomor 219 /P1.01 .g-KpU 1508 /KPU.KabA/ll

/2019, Tanggal 21 Juli 2019. Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum

Tahun 2019. Khusus Lampiran lll An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional

Daerah PemilihanBungo 3

4. Irlenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubemur Jambi Nomor 946 /

KEP GUB/SETDA.PEtv'l-OTDA -2.212019 tentang Peresmian Pengangkatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi

Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus

Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemiiihan

Bungo 3

5. Mewalibkan Tergugdt Il untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi

Nomor 946 / KEP GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.212019 tentang Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024,langgal 15 Agustus

2019,khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional

Daerah Pemilihan Bungo 3;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat ll untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

berpendapat lain, maka mohon untuk putusan yang seadil-ad tlnya (ex aequo

et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat I telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang

dilaksanakan melalui system e-court tanggat 13 November 2019, yang

mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dengan ini Tergugat I menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan

yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut : ' ''' -' .

A' DALAM EKsEPsr 
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Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban dalam Pokok perkara,

maka terlebih dahulu Tergugat I akan menyampaikan Eksepsi terhadap dalil

gugatan Penggugat pada huruf C angka 5, angka 6, angka 9 dan angka 10

mengenai Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu, sebagai berikut :

1. Bahwa Obiek Sengketa yang digugat oleh penggugat terhadap Tergugat

I adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 219/pL.01 .9-

KpV1508/KPU.Kabr-Vll/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Penivakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo Pemilihan Umurn Tahun 2019, Khusus Lampiran lll An. ALFIAN

dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.

2. Bahwa gugatan yang dilajukan oleh penggugat dalam perkara ini
bersifat daluwarsa, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh penggugat

telah melewati batas waktu sebagaimana yang diperkenankan menurut

ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20.17 tentang

pemilihan umum. Bahwa ketentuan Pasal 470 terkait penyelesaian

sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada Pasal 470 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi

sengk-eta yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara

calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau

partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan
KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KpU, Keputusan KpU provinsi, dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota".

Selanjutnya terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu

rnelalui Pengadilan Tata usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 471
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemitihan Umum yang.
menyebutkan bahwa :

1) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke pengadilan Tata

Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, pasal 46g, dan pasal

469 ayat (2) telah digunakan.

2) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. 

.,,a,;.1:1i,.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 471 UnOangltj|fui$ "

Nomor 7 Tahun 20.t7 tentang pemilihan Umum t"*a.Uiit/ffi
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pengaiuan gugatan oleh penggugat ke PTUN Jambi telah melewati

batas waktu

3. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa objek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I diketahui penggugat pada

tanggal 21 Juli 2019, yang selanjutnya disebutkan bahwa " penggugat

telah melakukan upaya administratif dan telah mengiim Surat Keberatan

dan Permohonan Penundaan Pelantikan .Anggota DPRD Kabupaten

Bungo 3 dai Padai Amanat Nasiona/ an. Alfian kepada KPU Provinsi

Jambi Tgl. 23 Agustus 2019. Lebih lanjut Penggugat menyatakan "Bahwa

sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dai Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo

4. Bahwa jika ditinjau dari asfek waktu pengajuan gugatan yang dilakukan

oleh Penggugat, rnaka secara hukum perlu memperhatikan ketentuan-

ketentuan terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai

berikut :

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku"

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : "Tidak

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini : ....7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di

pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".

Dengan demikian .gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat
Error ln Objecto (salah objek), karena pada keyataannya objek

sengketa 1 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Tergugat I perlu menyampaikan objek gugatan penggugat yaitu

SK Nomor : 219/PL.01.9-KpU1508/KPU.Kab/-Vtt/2019, Tanggal 21 Juti

20.i 9 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Penarakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 20.1g,

merupakan keputusan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umufilir;,
6. Bahwa sehubungan dengan upaya keberatan yang dianggap p.en(igugpt

sebagai upaya administratif metatui surat yans diajukan ot"hllbhdl$[l

uataman te aa;ibs nattnan 
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23 Agustus 2019 dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 Undang_undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, maka sah
dan wajar jika upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat

dikategorikan bersifat daluwarsa dan enor in persona serta gugatan yang
diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat kabur (obscuu r Libet) dan
bersifat prematur, yaitu dengan dasar-dasar sebagai berikut :

a. Pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu pating tama 21

(dua puluh satu) hai kerja sejak diumumkannya Keputusan
' tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemeintahan.

2) Kebenatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis kepada Badan dan/atau pejabat pemeintahan yang

menetapkan Keputusan.

3) Dalam hal keberalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

diteima, Badan dan/atau Pejabat Penerintahan wajib menetapkan

Keputusan sesuai permohonan keberatan.

4) Badan dan/atau Pejabat Pemeintahan menyelesaikan keberatan

paling lama 10 (sepuluh) hai kerja.

5) Dalam hal Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak

menyelesaikan kebentan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan
penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh
Bad a n d a n/ata u Pej ab at pe me ri ntahan.

7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan
Kepubtsan sesuai dengan permohonan paling tama S (lima) hari
kerja setelah berakhimya tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

b. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 77
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintaitan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, maka diperoleh
fakta hukum bahwa :

1) Bahwa benar pihak Tergugat I telah menerbitkan objek sengketa 1

yaitu berupa Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor :

219lP1.01.9-KpU1508/KpU.Ka',-V|QO1S, Tentang pen€ffiffih
Calon Terpilih Anggota Dewan penivakilan Rakyat: Oierlh,: .

Kabupaten Bungo pemilihan Llmum Tahun 2019, teimasrl[:\ii'!:,
Halaman 19 ilai EghatJnan ^''putusan Nomor : 2O/cfZOt*ffAUAhtl

d* t{



dalanrnya Khusus Lampiran lll An. ALFIAN dari Partai Amanat

Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, yaitu pada tanggal 21 Juli

2019

2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 maka sesuai dengan ketentuan

tersebut secara hukum Pihak Penggugat hanya dapat mengajukan

upaya keberatan administratif atas diterbitkannya oblek sengketa 1

tersebut adalah paling lambat tanggal 21 Agustus 2019 yaitu

dengan asumsi hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 5 hari

kerja yaitu terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 hingga tanggal 21

Agustus 2019, jika hari kerja dalam 'l minggu lebih dari 5 hari

maka sudah barang tentu batas waktu pengajuan upaya

administratif tersebut tidak sampai tanggal 21 Agustus 2019. Oleh

karena itu dikarenakan Penggugat telah secara tegas dan nyata

menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan

administratif atas diterbitkannya oblek sengketa 1 pada tanggal 23

Agustus 2C19, maka hal tersebut secara hukum termasuk dalam

kategori daluwarsa. Bahwa perlu Tergugat I tambahkan bahwa
- penerbitan Keputusan Komisi Pernilihan Umum Nomor '.

219lPL.01.9:KpV1508/KPU Kab/-Vll/2019 Tanggal 2'l Juli 2019

Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019,

Khusus Lampiran lll An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional

Daerah Pemilihan Bungo 3 tersebut bersifat terbuka dan

salinannya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo, semua

saksi peserta pemilu serta diumumkan pada hari itu juga (tanggal

21 Juli 2019) pada laman Facebook (FB) KPU Kabupaten Bungo

serta banyak diakses oleh awak media terutama media online dan

media cetak.

3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayal (2) Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014, maka upaya keberatan yang telah

dilakukan oleh pihak Penggugat dengan cara mengajukan surat

keberatan atau upaya administratif atas telah terbitnya objek

sengketa '1 kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

adalah suatu hal yang keliru atau salah pihak (enor in percona),

karena sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Ung?,+S

undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut seharusny-a.;fihak

adminiskatif t

Halaman 20 89
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ditujukan kepada pihak Tergugat I selaku Badan dan/atau pejabat

Pemerintahan yang menetapkan dan mengeluarkan Keputusan

tersebut dan bukannya ditujukan kepada pihak Komisi pemilihan

Umum Provinsi Jambi;

4) Bahwa suatu hal yang keliru jika penggugat mengharapkan
jawaban atas upaya administratif dari pihak Tergugat l, karena
pada kenyatannya Surat Keberatan dan permohonan penundaan

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari partai Amanat

Nasional an. Alfian yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 23

Agustus 20't9 tidak ada yang secara khusus atau langsung

ditujukan kepada pihak Tergugat I selaku pihak yang menerbitkan

keputusan, oleh karena itu sah dan wajar jika upaya administratif

yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan bersifat kabur

(obscuur libell.

5) Bahwa terkait dengan dalil gugatan Pengugat yang menyebutkan

"Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada jawaban

dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bungo, maka perlu Tergugat I tanggapi bahwa

sesuai dengan ketentuan Pasal TT ayat (4) Undang-undang Nomor

30 Tahun 2D14 yang menyebutkan '. Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja. Untuk itu sudah barang tentu dalil gugatan Penggugat

yang menyatakan "Bahwa sampai dengan gugatan ini
diajukan tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo" adalah bersifat prematur, karena sesuai dengan

ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014 dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat mengajukan Surat

Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota

DPRD Kabupaten Bungo dapil Bungo 3 dari Partai Amanat

Nasional an. Alfian kepada KPU Provinsi Jambi Tanggal 23

Agustus 2019 dan pengajuan gugatan pada pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi ini yaitu tertanggal 30 Agustus 2019 yaitu

hanya dalarn rentang waktu 5 (lima) hari kerja jelas dan nyata

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat
prematur dikarenakan belum sampai batas waktu ahhtr,:Bid:an

dan/btau Pejabat Pemeintahan menyelesaikan kebentan. yaitu;tr 0

hari kerja yaitu 6 September 2019. ,,,:, , ."iW)2
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Femilihan Umum Tahun 2019.

{
I

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat I kemukakan di atas, maka

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan

memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1, Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat bersifat

daluwarsa dan enor in persona serta gugatan yang diajukan oleh

Penggugat tersebut bersifat kabur (obscuur Libet) dan bersifat prematur,

sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau sekurang-

kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi, mohon

dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian

gugatan pada huruf A, huruf B dan huruf D angka 1 1 , maka tidak perlu

Tergugat I tanggapi secara paniang lebar dikarenakan hal tersebut

merupakan hak Peinggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha

Negara terhadap Tergugat I maupun juga terhadap Gubernur Jambi selaku

Tergugat ll, namun demikian gugatan tersebut tentunya selain harus

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

.juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang sebenar-benarnya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian

gugatan pada hurul D angka '12 sampai dengan angka 16, maka perlu

Tergugat I tanggapi dengan menyampaikan Kronologis terbitnya

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor

219/P1.01.9-KpU150B/KPU-KabA/ll/2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebagai

berikul:

a. Berkenaan dengan objek gugatan yang dipersengketakan, Keputusan

KPU Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-KpU1S0B/KPU-

KabA/11i2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten au,,i(6lifrU-\if

':t. r{-
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Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Pasal 421 Ayal 3 yang berbunyi "Calon terpilih

anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota."

Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum yang berbunyi "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu

didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu

daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang

diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada

surat suara."

b. Bahwa Tergugat I melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan

perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo

hasil Pemilu 2019 pada tanggal 21 Juii 2019 Pukul 09.30 WIB sampai

dengan Pukul 12.00 WIB bersama-sama dengan peserta rapat pleno

terbuka yakni Bawaslu Kabupaten Bungo dan saksi peserta pemilu

2019 yang dilaksanakan di gedung KPU Kabupaten Bungo dimana

awak media serta masyarakat bisa menyaksikan, dengan Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Nomor 209/PL.01.9-BA/1sOBKPU-KabA/ll/2019

Tanggal 21 Juli 20'19 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Pernilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani

oleh Komisioner KPU Kabupaten Bungo dan saksi partai politik

peserta pemilu yarrg hadir dan selanjutnya diterbitkan'Surat Keputusan

t{omor ) 1 g/PL. 0 1 . 9-Kpt/1 So8/KPU-Kab^/l l/20 1 9 Tanggal 21 Juli 2O't 9

tentang Penetapan Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bungo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

pada kenyataannya tidak ada terdapat sanggahan baik dari Bawaslu

Kabupaten Bungo maupun saksi partai politik.

c. Bahwa penetapan perolehan kursi. dan calon terpilih anggota DPRD

Kabupaten Bungo sudah sesuai dengan Berita Acara Nomor

161/PL.01.7-BA/1S08/KPU-KABNnO19 Tanggat 5 Mei 2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

. Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan

Nornor 1 41 /HK.03. 1-KpU't 508/KPU.KabA//20i 9 Tanggal S Mei;.?Oi;9.

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehari Suari,,,

(
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Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2019.

d. Bahwa Pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi

dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bungo hasil pemilihan

Umum tahun 20'19 tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan penetapan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Pada Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5

Tahun 2019 disebutkan bahwa :

1 . Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota

didasarkan atas perolehan kursi Panai Politik dan suara sah calon

yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di

setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

2. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap

Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas

peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan

seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil

yang bersanQkutan.

Pada Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5
Tahun 2019 disebutkan bahwa :

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih

anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 12 ke dalam berita acara dengan

menggunakan formulir Model E-KPU Kab/Kota, yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KpU/Klp Kabupaten/Kota,

dan Saksi, serta dibubuhi cap.

2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpitih

anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir daftar calon terpilih

anggota DPRD Kabupaten/Kota

3. KPU/KlP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih anggota
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan Keputusan KPU/Klp Kabupaten/Kota.

4. KPU/KlP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan

salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 24
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terjadinya pelarrggaran Administrasi yang dilakukan oleh Ter:g(!Et:l
terhadap perpindahan

perubahan peringkat

suara yang mengakibatkan terjad!n
perolehan suara, maka perlu

ya'
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a. Partai politik, dan

b. Bawaslu Kabupaten/Kota.

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara luas kepada masyarakat melalui:

a. papan pengumuman;

b. laman KPU/Klp Kabupaten/Kota; dan/atau

c. media cetak atau media elektronik

e. Berkenaan dengan penetapan peroiehan kursi dan calon terpilih
anggota DPRD Kabupaten Bungo dan berdasarkan peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKpU) Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 201g terkait penetapan
perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil
pernilu untuk tingkat kabupaten/kota menyebutkan bahwa "penetapan

perolehan kursi dan calon terpilih anggota DpRD Kabupaten/Kota

paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya surat KpU Rl yang

menjelaskan bahwa KPU Rl telah menerima surat p'anitera Mahkamah

Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam permohonan

perselisihan hasil pemilu."

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut KpU Rl mengeluarkan surat
nomor 1027lPL.9-SD/03/KpUA/il/2019 Tanggal .17 Juti 2019 perihat

Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan Calon Terpilih dalam
Pemilu Tahun 2019. (Terlampir);

f . Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Rl Nomor
1844/PAN.tvlK/A7t2Oi9 Tanggat t6 Juti 20.19 perihal Jawaban Atas
Permintaan Data. (Terlampir) bahwa tidak terdapat gugatan di
trtlahkamah Konstitusi untuk pemilihan DpRD Kabupaten Bungo pada
hasil pemilihan umum tahun 20.1g.

5. Bahwa terhadap darir gugatan penggugat yang termuat daram uraian
gugatan pada huruf E angka 17 sampai dengan angka 31, maka perlu
Tergugat I tanggapi dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, yaitu sebagai
berikut :

a- Bahwa terkait dengan dalil penggugat yang menyatakan telah



tanggapi bahwa tidak benar atau tidak ada Tergugat I melakukan
pemindahan suara yang menyangkut terhadap hasil perolehan suara

Penggugat, karena pada kenyataan yang sebenar-benarnya teriadi

adalah proses pembetulan bersama-sama yang dilakukan oleh
Tergugat l, Para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Bungo pada saat

Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan perolehan Suara di

tingkat KPU Kabupaten Bungo.

b. Bahwa sehubungan dengan laporarr pengaduan penggugat pada

pihak Bawaslu Provinsi Jambi yang selanlutnya telah diperiksa dan

telah diputus yang tertuang dalam putusan Badan pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : OS/ADMiBWSUPEMILU/

PROVA//20'19 Tanggal 21 Mei 2019, maka pertu Tergugat I

sampaikarr fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan

Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam putusan

Bawa;lu Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/

V/2019 Tanggal 21 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

1) Bahwa pada dasarnya yang men.jadi pokok permasalahan yang

dilaporkan oleh sdr. Hendri Novriza, S.Sos (selaku Pengadu)

yang sekarang disebut sebagai Penggugat adatah atas adanya

perbedaan angka perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN)

Dapil 3 antara Caleg Nomor 1 dengan Caleg Nomor 2 DPRD

Kabupaten Bungo hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang tertera
pada :

- Formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota

- Sertifikat C1 di Dusun Rantau Tipu

- Formulir Model Cl Plano DpRD Kab/Kota

. - Formulir Sertifikat Model DAi-DpRD Kab/Kota

2) Bahwa pihak Panitia pemilihan Kecamatan (ppK) Limbur Lubuk
Mengkuang (tertuang pada putusan Badan pengawas pemilihan

Umum Provinsi Jarnbi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/

V12019, Tanggat 2i Mei 2019) telah menjelaskan hal_hal sebagai
berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 23 April 2019 pukul

13.00 WlB, bertempat di Aula Kantor Camat Limbur Lubuk
Mengkuang dilaksanakan Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi

Hasit Penghitungan perotehan Suara Tingkat XgpAf,jflel.
Limbur Lubuk Mengkuang. ,, ,,I 

-,. ' I
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- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut Tertapor (panitia
Pemilihan Kecamatan) Limbur Lubuk Mengkuang didatangi

oleh saksi dari PAN atas nama saudara Muslim dan Saiduna
yang menyampaikan keberatan yaitu Di TpS 07 Dusun Rantau
Tipu ada perolehan Suara Caleg atas nama Alfian sebanyak

10 suara sah dengan mengajukan bukti formulir Model C1_

DPRD Kab/Kota.

- Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi pAN, maka Terlapor
langsung menghubungi Ketua KppS TpS 07 Rantau Tipu atas
nama Alhabibi untuk mengonfirmasi masalah tersebut yang

menyatakan bahwa "EenarAda Suara Caleg Atas Nama Alfian

Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di IpS 07 Ds Rantau Tipu

Dan Caleg Atas Nama As'aci Nomor l)rut 1 pAN lldak
Memperoleh Suara SaIu Pun Di TPS 07 Berdasafuan Data

Foto C1 Plano Yang Di Dokunrentasikan KPPS TPS 07

Rantau Tipu".

- Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS

tersebut dan beserta dokumen autentik maka PPK Limbur

Lubuk Mengkuang melakukan perbaikan perolehan suara Sdr.

Alfian pada From Model DAl Plano-DPRD Kab/Kota yang

semula suara Caleg As'ad di perbaiki ke suara saudara Alfian

sebanyak 10 suara ke DA1 Plano, serta dibubuhi paraf oleh

Sdr. Arpauzi ( Ketua ) Nazarudin ( Anggota ) Ade lrawan (
'Anggota 

) dan Ulil Khoirot ( Ketua Panwas Kecamatan ).

- Bahwa pada saat itu anggota PPK A.n Nazarudin (Divisi Teknis)

lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir

Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format Model

Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota di dalam Komputer.

- Bahwa sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kemudian diprint
dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol
yang hadir, Sehingga saksi partai politik menerima hasil print

out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model

DAl Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As,ad masih terdata
10 srara yang lelas-jelas itu salah dan yang benar adalah
perolehan suara untuk Alfian.

Bahwa tidak benar pada saat Rapat pleno Terbuka

perolehan suara didalam Formulir :,r

;,

Kabupaten Bungo tersebut, adanya perubahan
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Kabupaten Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Dapil

Bungo lll untuk Partai Amanat Nasional (PAN), namun yang

sebenarnya adalah mencocokan atau memperbaiki formulir

Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota.

- Bahwa bukti yang duajukan oleh pihak Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang dalam

persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Badan

PengawasPemililranUmumProvinsiJambiNomor

05/ADM/BWSUPEMILU/PROVNl2019 Tanggal 21 Mei 2019

adalah sebagai berikut :

(a) Fotokopi surat pernyataan saudara Al Habibi Ketua KPPS

07 Dusun Rantau Tipu.

(b) Fotokopi surat pernyataan PPK Kecamatan Limbur Lubuk

Mengkuang.

(c) Fotokopi surat pernyataan Panwascam Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang

(d) Fotokopi pernyataan saudara Nazarudin

@) Pnnt Out Foto C1 Plano TPS 07 Dusun Rantau Tipu

(f) Surat Mandat saksi PAN

(g) Video rekaman pernyataan Ketua KPPS 07 Dusun Rantau

Iipu.

3) Bahwa Penggugat selaku Pelapor dala,n pemeriksaan

persidangan yang termuat dalam Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 0S/ADM/BWSUPEMILU/

PROVA//2019, Tanggal 2'l Mei 2019) mengajukan saksi-saksi,

yaitu:

(a) Salman Alfarisi, SH / saksi Pelapor

(b) Saksi Dani Artika / saksi Pelapor

Bahwa kedua orang saksi tersebut pada intinya menerangkan hal-

hal sebagai berikut :

- 3ahwa saksi Salman Alfarisi, SH adalah merupakan saksi

mandat yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Kabupaten Bungo.

- Saksi Dani Artika adalah adalah merupakan saksi mandat yang

diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bungo

- Bahwa saksi Satman Alfarisi, SH dan Saksi Dani A.tjB,ffiI
dan mengikuti proses sidang pleno rekapitulasi sui* ur[un.

, ,'-:'@iii
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Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan oleh

Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2019 di Hotel Semagi Bungo.

- Bahwa Saksi Dani Artika mengetahui adanya keberatan yang

disampaikan oleh saksi PAN terkait perbadaan hasil perolehan

suara antara formulir Model C't Plano-DPRD Kab/Kota dan bukti

berupa Surat Pernyataan dari Ketua dan anggota KPPS TPS 07

Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang,

namun karena Partai Golkar tidak mendapatkan kursi di Dapil

Bungo 3 maka saksi tidak terlalu peduli terhadap adanya

keberatan saksi dari partai politik.

- Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH mengetahui adanya keberatan

yang disampaikan oleh saksi PAN terkait perbedaan hasil

perolehan suara antara formulir Model C1 Plano-DPRD

Kab/Kota dan bukti berupa Surat Pernyataan dari Ketua dan

anggota KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang.

- Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi PAN

tersebut, Tergugat I meminta rekomendasi secara tertulis dan
- 

lisan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo.

- Bahwa rhenindaklanjuti keberatan saksi PAN disepakati

melakukan pembukaan kotak suara untuk melihat formulir

model DA1 Plano - DPRD Kab/Kota.

- Bahwa saksi Salman Alfarisi, SH dan saksi, Dani Artika tidak

melihat secara pasti saat sidang pleno rekapitulasi suara untuk

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang berlangsung adanya
perubaharr atau coretan terhadap Formulir sertilikat Model DA1-

DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK atau KPU Kerbupatgn

Bungo, namun saksi Dani Artika melihat Tergugat I merubah

data rekapitulalsi perolehan suara PAN terhadap formulir Model

DA1 - DPRD Kab/Kota pada layar yang ditampilkan di ruangan

sidang tersebut.

4) Bahwa guna kepentingan pemeriksaan atas adanya Laporan yang

dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Urnum yang telah

dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Bawaslu provinsi Jambi,

maka berdasarkan isi Putusan Badan perrgawas pemilihan Umum

Provinsi Jambi Nomor : 0S/ADM/BWSUPEMILU/PROV //2E:9
Tanggal 21 Mei 2019, diketahui bahwa Badan pengawaS pemilu.

Kabupaten Bungo, Tergugat I dan panitia pemitihrn,k""im,flgi

Halaman 29 dati.Ag hataman,
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adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pAN 
{gib

H a t a man 30 dadt g,,ttat h", 
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Limbur Lubuk Mengkuang mengajukan saksi-saksi sebanyak 4

orang, yaitu :

a) H. Itlarwan

b) Rhonal Febrian

c) Andas Toto, S.Ag.

d) Al Habibi

Adapun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keempat

orang saksi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fl. Marwan merupakan saksi yang diberikan mandat

oleh Partai Amanat Nasional untuk mengikuti rapat pleno

rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo.

- Bahwa saksi Rhonal Febrian merupakan saksi yang diberikan

mandat oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengikuti rapat

pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo

- Bahwa saksi Al Habibi merupakan Ketua KPPS TPS 07 Ditsun

Rantau f ipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;

- Bahwa saksi Andas Toto, S.Ag. merupakan saksi yang diberikan

mandat oleh Partai Amanat Nasional yang pernah mengalukan

keberatan pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara yang

dilaksanakdn oleh KPU Kabupaten Bungo terkait dengan adanya

surat pernyataan dari KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu yang

menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada DA.1 salinan serta

bukti C.1 Plano Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

- Bahwa atas keberatan yang diaiukan oleh saksi Andas Toto,

S.Ag. tersebut, Tergugat I meminta pendapat dan Rekomendasi

secara tertulis kepa Bawaslu Kabupaten Bungo saat itu untuk

membul<a kotak suara dan mencocokkan DA.1 Plano dengan

DA.'l Salinan

- Bahwa sepengetahuan saksi Andas Toto, S.Ag., setelah
pembukaan dan pencocokan DA.1 Plano Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang saat itu dilakukan pei.baikan dengan mencoret

dan melakukan paraf pada kolom perolehan suara pAN di DA.1

Salinan untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

- Bahwa saksi H. Marwan dan saksi Rhonal Febrian memberikan

keterangan yang sama yaitu bahwa kedua orang saksi tersebut
pada dasarnya memberikan keterangan yang sama, yaitu :

. Bahwa H. Marwan dan saksi Rhonal Febrian mghgetahui



b,

meminta kepada KPU Kabupaten Bungo untuk membuka

kotak suara dengan melihat dan mencocokkan DA.1 Plano

dengan C.1 Salinan.

. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Bungo

(Tergugat l) meminta pendapat dan Rekomendasi secara lisan

kepada Bau,raslu Kabupaten Bungo dan disepakati dilaktrkan

pembukaan kotak suara yang disaksikan bersama-sama saksi-

saksi lainnya.

- Bahwa saksi Al Habibi menyatakan bahwa surat pemyataan yang

ditandatanganinya beserta anggota KPPS tertanggal 30 April

2019 dibuat atas inisitaif sendiri untuk meyakinkan memang

benar adanya kesalahan penulisan pada Cl Hologram yang

mana perolehan suara caleg PAN atas nama Alfian masuk ke

perolehan suara caleg PAN atas nama As'ad

- Bahwa saksi Al Habibi menyatakan bahwa terkait dengan surat

pernyataan yang sama tertanggal 3 Mei 2019 dibuat kembali atas

saran PPK Limbur Lubuk Mengkuang yang bertujuan untuk

meyakinkan PPK karena adanya keberatan dari saksi PAN saat
' 

pleno rekapitulalsi tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses

pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Penggugat (sdr. Hendri

Novriza, S.Sos) selaku Pengadu pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi

yang tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROVN|20'19 Tanggal

21 Mei 2019, maka perlu Tergugat I sampaikan faKa-fakta yang

terungkap dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilu dalam Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor :

05/ADM/BWSUPEMILU/PROVA//2019 Tanggal 21 Mei 2019

sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam dalil-dalil jawaban

gugatan pada angka 5 di atas dan ditambah dengan uraian-uraian

jawaban yang telah diajukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bungo, KPU

Provinsi Jambi dan uraian-uraian .jawaban yang telah diajukan oleh pihak

Tergugat I sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/-

PROVA//2019 Tanggal 21 Mei 2019, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut

a. Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 23 April 2019 puku

WlB, bertempat di Aula Kantor Kecamatarr Limbur Lubuk

Halaman 31 daii
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dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang,

b. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut, pihak panitia pemilihan

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang didatangi oleh saksi dari pAN

atas nama saudara Muslim dan Saiduna yang menyampaikan

keberatan yaitu Di TPS 07 Dusun Rantau Tipu ada perolehan Suara

Caleg atas nama Alfian sebanyak 10 suara sah dengan mengajukan

bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

c. Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi pAN, maka pihak panitia

Pemilihan Ker:amatan Limbur Lubuk Mengkuang langsung

menghubungi Ketua KPPS TPS 07 Rantau Tipu atas nama Al Habibi

untuk mengkonfirmasi masalah tersebut dan pada kenyataannya Al

Habibi menyatakan bahwa " Benar Ada Suara Caleg Atas Nama

Alfian Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di fPS AT Dusun Rantau

Tipu Dan Caleg Atas Nama As'ad Nomor lJrut 1 PAN Tidak
Memperoleh Suara Satu pun Di TPS 07 Berdasa*an Data Foto C1

Plano Yang Di Dokumentasikan KPPS'fPS 07 Rantau Tipu,'.

d. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KppS tersebut

din beserta dokumen autentik maka PPK Limbur Lubuk Mengkuang

melakukan perbaikan perolehan suara Sdr. Alfian pada Fonnulir

Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang semula suara Caleg As,ad

diperbaiki ke suara saudara Alfian sebanyak .10 suara ke DAI plano,

serta dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazarudin (Anggota)

Ade lrawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua panwas Kecamatan).

e. Bahwa pada saat itu anggota ppK A.n Nazarudin (Operator Devisi
Teknis) lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir
Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format Model Sertifikat
DA1-DPRD Kab/Kota di dalam Komputer.

f. Bahwa sertifikat Model DA1-DpRD Kab/Kota kemudian diprint dan
dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir,
Sehingga saksi partai politik menerima hasil pnhf ouf yang belum
disesuaikan dengan perubahan dalam Model DAI plano-DpRD

Kab/Kota yaitu suara As'ad masih.terdata 10 suara yang jelas - jelas
itu salah dan yang benar adalah suara Alfian.

g. Bahwa dengan demikian tidak benar pada saat Rapat pleno Terbuka
Tingkat Kabupaten Bungo tersebut, adanya perubahan Dala/Ahgka
perolehan suara didararn Formurir DAl.prano, opRo iiribupatein.
Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Dapil AunOo .fif4fntLft

Halaman 32 dai 89 lataman
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Partai Amanat Nasional (PAN), namun yang sebenarnya terjadi adalah

mencocokan atau memperbaiki formulir Sertifikat Model DA1-DPRD

Kab/Kota berdasarkan yang tertera dalam formulir Model DA.1 Plano

yakni untuk perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama

As'ad, S.Sos dengan Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Alfian.

h. Bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) Limbur Lubuk Mengkuang dalam persidangan sebagaimana

termuat dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/-PROVA//2019 Tanggal 21

Mei 2019 adalah sebagai berikut:

1) Fotokopi surat pernyataan saudara Al Habibi Ketua KPPS 07 Dusun

Rantau Tipu.

2) Fotokopi surat pernyataan PPK Kec. Limbur Lubuk Mengkuang.

3) Fotokopi surat pernyataan Panwascam Kec. Limbur Lubuk

Mengkuang.

4) Fotokopi pernyataan saudara Nazarudin

5) Print Out foto C1 Plano TPS 07 Dusun Rantau Tipu

6) Surat Mandat saksi PAN

7) Video rekaman peinyataan Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu.

i. tsahwa benar selan.iutnya diadakan Rapat Pleno tingkat Kabupaten

Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2019

yang bertempat di Ballroom Hotel Semagi Muara Bungo dan untuk

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang telah dijadwai pelaksanaan

plenonya tanggal 3 Mei 2019, bahwa sekitar pukul 21.00 Wtl tanggal

3 Mei 2019 dimulai pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang.

j. Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten untuk Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang, saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan

keberatan terhadap suara sah salah satu Caleg Partai tersebut karena

adanya perbedaan perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 1 atas

nama As'ad, S.sos dengan Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Alfian

antara yang tertera atau tertulis pada sertifikat model DA.1-DPRD

Kab./Kota yang telah diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-

masing saksi parpol yang hadir, sehingga saksi partai politik menerima

hasil pnni out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam

Model )A1 Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata, 10

suara yang lelas-jelas itu salah dan yang benar adalah suafa Alfian

berjumlah 10.suara sedangkan As'ad tidak memperoleh sua.rl. 
4..1.,,'' 
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k. Bahwa benar terah terjadi kekeriruan atau kekhirafan yang dirakukan
oleh pihak panitia pemilihan Kecamatan (ppK) Limbur Lubuk
Mengkuang yang hanya melakukan perbaikan pada formulir Model
DA. 1 Ptano DpRD Kab/Kota saja, dan pihak ppK Limbur Lubuk
Mengkuang telah melakukan kesalahan input data perolehan suara
PAN ke dalam formulir sertifikat Model DA.1_ DpRD Kab/Kota, karena
data yang diinput ke dalam formulir sertifikat Modet DA.1_ DpRD
Kab/Kota tidak berdasarkan hasir perbaikan / koreksi pada formurir
Model DA.'l plano DpRD Kab/Kota.

l. Bahwa benar seharusnya pihak ppK Limbur Lubuk Mengkuang
manakala menerima dan mengabulkan keberatan dari saksi pAN

tersebut seharusnya melakukan penyelesaian keberatan dengan cara
mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dengan formulir Model Cl plano-DpRD Kab/Kota, Formulir C1
Holograrn DPRD Kab/Kota dan selanjutnya melakukan pembetulan

koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka
yang benar tidak hanya pada formutir DAl.plano saja, melainkan juga

melakukan koreksi atau perbaikan dengan cara mencoret angka yang

salah dan menulis angka yang benar pada formulir Model DAAI plano

Kab/Kota, formrilir sertifikat Moder DA.1- DpRD Kab/Kota serta dicatat
sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2_KpU.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana yang
termuat dalam uraian gugatan pada huruf E angka .l g, maka sesuai
dengan fakta-fakta yang telah lerungkap atau terurai dalam proses
pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh penggugat (sdr. Hendri
Novriza, S.Sos) selaku pengadu pada pihak Bawaslu provinsi Jambi
yang tertuang dalam putusan Badan pengawas pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROVNIZOL} Tanggal
21 Mei 2019 diperoreh fakta bahwa tidak benar ada terjadi perpindahan /
pengalihan suara sebanyak 10 suara dari careg Nomor urut I As,ad
kepada Caleg Nomor urut 2 Alfian, S,M., karena yang sebenar_benarnya
terjadi adalah tindakan yang dirakukan oreh pihak ppK Limbur Lubuk
Mengkuang daram rangka perbaikan atau koreksi atas perorehan suara
Caleg DPRD Kabupaten Bungo Dapil Bungo 3 dari partai amanat
Nasional yaitu perorehan suara careg nomor urut 1. As'ad dan perorehan
suara caleg sdr. Arfian pada Formurir Moder DA1 prano-DpRD Kab/Kota
yang semura terjadi kesarahan daram penurisan jumrah percirehan suaii*
yaitu jumlah perolehan suara Caleg nomor urut 1. As,ad fang, utd

Halaman 34 dai O9
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tertulis memperoreh suara sebanyak 10 diperbaiki atau dikoreksi sesuai
fakta yang ada diganti dan ditulis menjadi 0 suara, selanjutnya perolehan
suara Caleg nomor urut 2. Alfian yang semula lertulis memperoleh O

suara diperbaiki atau dikoreksi sesuai fakta yang ada diganti dan dituris
menjadi 1 0 suara pada formulir DA.1 plano. Bahwa perbaikan atau
koreksi pada formulir DA.1 plano dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi
(Ketua) Nazarudin ( Anggota ) Ade lrawan ( Anggota ) dan Util Khoirot (

Ketua Panwas Kecamatan).

8. Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap
dalam proses pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh penggugat

(sdr. Hendri Novriza, S.Sos) selaku pengadu pada pihak Bawaslu

Provins! Jambi yang tertuang dalam putusan Badan pengawas pemilihan

Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSU-PEM|LU/PROV //2019

Tanggal 21 Mei 2019 tidak ada satupun saksi atau alat buKi lainnya yang

diajukan baik oleh pihak Penggugat selaku pelapor atau pengadu

ataupun alat bukti yang diajukan oleh pihak Bawaslu, Tergugat l, dan

pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang

menyatakan membantah atau menyatakan tidak benar Pada TPS 7
Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Caleg nomor

urut 1 . As'ad memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urut 2. Alfian

memperoleh 10 sua ra.

Dengan demikian adanya fakta bahwa memang benar perolehan suara

Caleg PAN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 7 Dusun Rantau

Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang nomor urut 1. As,ad

memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urut 2. Alfian memperoleh 10

suara adalah suatu fakta yang benar dan tidak terbantahkan.

9. Bahwa terkait dengan Tergugat I yang belum atau tidak melaksanakan

atau mematuhi Putusan Badan Pengawas pemilihan Umum provinsi

Jambi Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV //2019 Tanggat 21 Mei

20'19, khususnya atas amar putusan pada angka 4 yang menyebutkan :

"Memeintahkan kepada Terlapor ll (KpU Kabupaten Bungo) dan
Terlapor lll (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melakukan petbaikan

dan pembetutan pacia formulir Modet DAl-DpRD Kab/Kota Kecamatan
Limbur Lubuk Mengkuang dan formulir Model DB|-DpRD Kab/Kota
Kabupaten Bungo untuk perolehan suara paftai Amanat Nasional
(PAN) calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 berdasarkan

formulir Model DAA|-ptano DpRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo da3t

formulir Model DAAl-Plano DpRD KabKota Dusun Rantau Tipu,,. ,

Halaman 35 dai 89 I^_,",
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Untuk itu perlu Tergugat I sampaikan hal_hal sebagai berikut :

a' Bahwa tergugat r sudah menindakranjuti putusan Bawasu provinsi Jambi
Nomor : 05/ADNI/BWSL/PEM|LU/PROVN12OI} Tanggal 21 Mei 2019
sesuai dengan Pasal 462 Undang_Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
berbunyi "KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota wajib
menindakranjuti putusan Bawasru, Bawasru provinsi, dan Bawasru
Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan
dibacakan".

Tindak lanjut putusan Bawaslu tersebut yakni dengan menyampaikan
surat kepada Bawasru provinsi Jambi Nomor surat : 490/HK.07-
sD/1508/KPU-KABA//2019 tertanggar 23 Mei 2019 pukur 13.10 wrB,
Perihal tindak ranjut sidang adjudikasi peranggaran adminiskasi Bawasru
Provinsi Jambi.

Dan pihak Bawasru provinsi Jambi sudah menerima tindak ranjut tersebut
serta belum ada meneruskan tindakan apapun seterah tindak ranjut surat
tersebut.

b. Bahwa untuk dapat merakukan perbaikan dan pembeturan pada formurir
lvlodel DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan
formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan

suara Partai Amanit Nasional (pAN) calon nomor urut 1 dan calon nomor
urut 2 berdasarkan formulir Model DAA1-plano DpRD Kab/Kota Dusun
Tanjung Bungo dan formulir Model DAAI-plano DpRD Kab/Kota Dusun
Rantau Tipu tersebut sudah barang tentu pihak Tergugat I harus
membuka kotak suara, tramun pada kenyataannya hal tersebut tidak
dapat dilakukan dikarenakan adanya ketentuan peraturan Kpu Nomor 4
Tahun 2019 khususnya pasar g5 ayat (1) yang menyebutkan : "Kpu/Ktp
KabupatenlKota dapat membuka kotak suara untuk mengamb formutir
yang digunakan sebagai atat bukti daram penyeresaian persetisihan hasir
Pemilu".

Bahwa berdasarkan ketentuan khususnya pasal g5 ayat (1) peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan

Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum, maka harus
dimaklumi bahwa secara jelas clan tegas dinyatakan pada ketentuan
Pasal g5 ayat (1) tersebut bahwa pembukaan kotak suara hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan mengambil formulir yang digunakan sebagai
alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, sedangkan pdda
kenyataannya terah disebutkan secara tegas dan jeras oreh pihak Badanr
Pengawas pemilihan Umum provinsi Jambi bahwa putuSan BlHn, ,,4
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Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : OS/ADM/BWSU

PEMILU/PROV /t2019 Tanggat 21 Mei 2019 disebutkan bahwa putusan

tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan adanya Laporan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, jadi bukan terkait dengan

penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, sehingga dengan dengan

demikian pihak Tergugat I tidak dapat membuka kotak suara dalam

upaya untuk memenuhi pelaksanaan putusan Badan pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : OS/ADM/BWSUPEMILU/PROV/

V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tersebut.

c. Bahwa berpedoman pada Pasal 474 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terkait tata cara perselisihan hasil

pemilu berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil penrilu anggota DPR, DPD, dan DpRD secara nasional,
peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DpRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".

d. Bahwa melaksanakan putusan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil

Pemiiihan Umum Pasa/ 90 Ayat 3 yang berbunyi "Dalam hal terjadi

perselisihan penetepan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DpD,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional, peserta pemilu

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara secara nasional oleh KpU sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasa/ 90 Ayat 2 huruf b sampai dengan huruf f kepada Mahkamah

Konstitusi".

e. Bahwa KPU Rl telah menetapkan perolehan hasil pemilu melalui
keputusan KPU Rl Nomor: 987/pL.01.8-KpU06/KpUNl2}lg tentang
penetapan hasil Pemilihan Umum presiden Dan Wakil presiden, Anggota
Dewan Pemakilan Rakyat, Dewan peruvakilan Daerah, Dewan
Peruvakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan penarakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara r.lasionar Daram pemirihan Umum Tahun
2019, Tariggal 21 Mei 2019 pukul 01 46 Waktu lndonesia Bagian Barat.
(Terlampir) Maka sejak ditetapkan secara nasional, penetapan hasil
pemilihan umum kewenangan untuk merubah hasir perorehan suara
berarJa di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal

24C Ayal 1 amandemen ketiga Undang_Undang Dasar 1945; berbunli
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamardhnl

4\
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terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang_Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang_Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum". Dan turunannya pada pasal 474 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terkait
tata cara perselisihan hasil pemilu berbunyi ,,Dalam hal terjadi
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DpR, DpD,
dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DpR, DpD, dan
DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oreh KpU kepada Mahkamah Konstitusi,,.
Karena permasalahan ini percelisihan perolehan hasil pemilihan
umum maka merupakan Kewenangan Mutlak Mahkamah Konstitusi
(Kompetensi Absolut).

Berdasarkan uraian-uraian yang terah rergugat r kemukakan di atas, maka
mohon kepada Yang Muria Majeris Hakim pengadiran Tata Usaha Negara
Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan
memberikan putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut :

C. PET]TUM

1. [Vlenerima jawabirn Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Denrikianlah jawaban gugatan ini Tergugat I sampaikan disertai dengan
harapan semoga yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi yang memeriksa dan mengadiri perkara ini berkenan menerima dan
mengabul-kannya.

Menimbang,

Tergugat ll telah

bahwa terhadap Gugatan penggugat tersebut,
mengajukan Jawabannya pada persidangan

Pihak

yang
dilaksanakan merarui sistem e-court tanggar 't3 Nopember 2019 yang isi
selengkapnya sebagai berikut;

Sehubungan dengan gugatan penggugat HENDRI NOVRIZA, S.Sos.
dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor :2OlGt2O,lgtpTUN JBI tertanggal
30 Agustus 2019 selanjutnya telah dilakukan perbaikan format gugatan
tertanggal 16 oktober 20r9, dengan ini kami seraku Kuasa Hukum Tergugat
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2

ll mengajukan jawaban / tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu setragai

berikut

A. DALAM EKSEP SI

Bahwa Tergugat ll menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan oleh

Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.

Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugit
ll adalah : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.

PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan,Anggota Dewan

Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo provinsi Jabatan Masa

Jabatan 2019 -2024 Tanggal 15 Agustus 2019. Khusus Lampiran lll An.

ALFIAN, S.tui. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.

Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat

salah alamat atau salah subjek (Error ln Persona), yaitu dengan alasan-

alasan sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi objek sengketa, baik objek sengketa 1 dan objek

sengketa 2 dalam perkara a quo terkait dengan rentetan atau

sengketa hasil pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, oleh karena itu

sudah barang tentu peraturan perundang-undangan yang dominan

dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah

undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemitihan Umum.

b. Bahwa pada Pasal 470 ayat ('l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa :

Sengkefa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara

meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, D?RD

kabupaten/ kota. atau paftai politik calon Pesefta Pemitu, atau baNal

Pasangan Calon dengan KPU, KPIJ provinsi, dan Kpu
KabupatentKota sebagai akibat dikeluatuannya keputusan KplJ,

keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KpU Kabupaten/Kota.

c. Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 20'17 tentang pemilihan umum tersebut,

maka jelas dan nyata bahwa sengketa proses pemilu melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara Pemilu antara :

- Calon anggota DPR. DPD, DpRD provinsi DpRD kabupaten/ kota,

atau
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- Partai politik calon peserta pemilu, atau Bakal pasangan Calon

dengan;

- KPU, atau

- KPU Provinsi, atau

- KPU Kabupaten/Kota

Dengan demikian Tergugat ll (selaku Gubemur) tidak termasuk
sebagai para pihak dalam hal terjadinya sengketa proses pemilu

melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara pemilu.

d. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat ll uraikan pada angka 3

huruf a, huruf b dan c di atas, maka sudah sewaiar pihak Tergugat ll

tidak dapat dijadikan salah para pihak dalam perkara a guo. Untuk itu

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberkan

putusan yang salah satu amamya menyebutkan bahwa Gugatan

yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat Enor ln Persona dan

mengeluarkan pihak Tergugat ll sebagai salah satu pihak dalam

perkara a quo.

4. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-

tidak-nya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat

pada kenyataannya bersifat telah lewat waHu (kadaluwarsa), yaitu

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa.pada Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

(11 Pengajuan gugatan atas sengkela Tata lJsaha Negara pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan Tata
Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu

sebagaimana dimaksud dalam pasat 467, pasat 46g, dan pasa!

469 ayat (2) telah digunakan".

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata tJsaha Negara pemitu

sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dilakukan paling lama 5
(lima) hai kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu..

b. Bahwa berdasarkan isi ketentuan pasal 471 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dapat dipahami hal_hal

sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas sengketa Tata LJsBtii
Negara Pemilu sebagaimana dimaksutl dalam pasal 470 Undahg-

V
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Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka harus dilakukan upaya
administratif di Bawaslu.

- Upaya administratif yang dimaksud dalam ketentuan pasal 47j
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berupa penyelesaian sengketa
proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KpU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KpU Kabupaten/Kota yang

ditujukan kepaCa pihak Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu

Kat'upaten/Kota menerima permohonan (sebagaimana disebutkan

dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang NomorT Tahun 2017).
- Bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilu

pada Pengadilan tata Usaha Negara dilakukan paling lanra 5 (lima)

hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal pasal 471 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan fakta yang ada

yaitu dengan telah adanya putusan Putusan Badan pengawas pemilihan

ljmum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMTLU/PROVA//2019

Tanggal 21 Mei 2019, maka jelas dan nyata bahwa pengajuan gugatan

yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

tertanggal 30 Agustus 2019 telah bersifat lewat waktu atau sudah masuk

dalam kategori daluwarsa (terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019) yaitu lebih

dari 5 hari kerla sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 471

Untlang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Elahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak_

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan penggugat

bersifat prematur, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sehubungan dengan dalil penggugat sebagaimana termuat
dalam surat gugatan pada hurup C angka 5, angka 6, angka g, angka, g

dan angka 10 mengenai Upaya Administrasi dan Tenggang WaKu,
maka perlu Tergugat ll sampaikan bahwa dikarenakan yang menjadi
objek sengketa dalam perkara a quo adalah terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara Pemilu, untuk . itu sudah barang tentu ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum termasuk juga di
dalamnya terkait dengan pengaturan tentang upaya administratif
sebelum diajukan sengketa tata usaha negara pemilu pada pengadilan

Tata Usaha Negara.

b. Bahwa sesuai dengan

bahwa objek sengketa

dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan
yang diterbitkan oteh Tergugat ll diketatgri

.,2
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Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019, yang selanjutnya disebutkan

bahwa "Penggugat telah melakukan upaya administntif dan telah

mengiiril Surat Kebentan dan Permohonan Penundaan pelantikan

Anggota DPRD Kabupaten Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an.

Alfian kepada KPU Provinsi Jambi Tgl. 23 Agustus 2019. Lebih lanjut

Penggugat menyatakan "Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan

tidak ada jawaban dai Guhemur Jambi (Tergugat ll).

c. Bahwa pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa;

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21

(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Kebentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertuils kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

menetapkan Keputusan.

3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteima,

Bedan dan/atau Pejabat Pemeintahan wajib menetapkan Keputusan

sesu ai permohonan keberatan.

4. Badan dan/atau Pejabat Pemeintahan menyelesaikan keberatan

pating tama 10 (seputuh) hari kerja.

5. Dalam hat Badan dan/atau Pejabat Pemeintahan tidak

menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), keberatan dlanggap dikabulkan.

6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan

penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan kebentan oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
" sesuai dengan permohonan paling lama 5 (ima) hai kerja setelah

berakhimya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal TT ayat (4) Undang-undang Nomor

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan

Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota

DPRD Kabupaterr Bungo 3 dari Partai Amanat Nasional an. Alfian

kepada KPU Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2019, maka jelas dan

nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada pengadilan

Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara a quo adalah $fifat
prematur.

r
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Bahwa seharusnya penggugat seharusnya menunggu jawaban atas
pengajuan upaya keberatan administratif yang telah diajukan oleh
Penggugat yaitu Surat Keberatan dan permohonan penundaan

Pelantikan Anggota DpRD Kabupaten Bungo 3 dari partai Amanat
Nasional an. Alfian kepada KpU provinsi Jambi tanggal 23 Agustus
2019 hingga 10 hari kerja ke depan terhitung sejak tanggal 23 Agustus
2019 yaitu hingga tanggal 6 September 2019. pada kenyataannya
Penggugat pada tanggal 30 Agustus telah mengajukan dan mendaftar
gugatannya dalam perkara a quo pada tanggal 30 Agutus 2019 padahal

batas waktu yang diperkenankan menyeresaikan keberatarr administratif
sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang_undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi pemerintahan belum berakhir yaitu hingga
tanggal 6 September 2019.

6. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
dikarenakan gugatan Penggugat bukanlah kewenangan pengadilan Tata
Usaha Negara melainkan adarah kewenangan Mahkamh Konstitusi yaitu

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1g (delapan belas)
halaman 9 (Sembilan) mengatakan ,,bahvra setelah pelaksanaan
Pemilihan umum tahun 2019 pada daerah pemilihan bungo 3 (tiga)
provinsi Jambi pada perhitungan awar berdasarkan seluruh formulir
Model DAA-1 Plano DpRD Kab/Kota penggugat A. Hendri Novriza
Nomor urut 5 merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan
1.500 (seribu lima ratus) suara, yang kemudian berubah menjadi
"terbanyak kedua" sebagai akibat adanya perpindahan/pengarihan

suara sebanyak 10 suara dari caleg Nomor urut 1 Asad, kepada caleg
nomor urut 2 an. Atfian.S.M yang menjadikan perolehan sura caleg
nomor urut 2 Alfian. S.M meningkal dari j.4g4 suara menjadi 1.504
suara' terlihat jeras ,permasarahannya adarah terkait perserisihan hasir
Pemilihan umum karena berdasarkan pasal 473 UU pemilu adalah
perselisihan antara KpU dan peserta pemilu mengenai penetapan
perolehan suara hasil pemilu secara nasibnal yang mana penggugat
mendalilkan bahwa perolehan hasil suara penggugat adalah terbanyak
nomor 1 (satu) yang kemudian menjadi terbanyak nomor 2 (dua) karena
adanya penambahanipengalihan suara sebanayak 10 suara kepada
caleg Nomor urut 2 an. Alfian yang berimbas kepada penetapan
perolehan suara hasir pemiru, Sedangkan jika kitaeraborasi rebih daram

berdasarkan pasat 466 UU.
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Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi

antar-peserta pemilu dan serrgketa peserta pemilu dengan

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi

Pemilihan Umum ('KPU"), keputusan KpU provinsi, dan keputusan KpU
Kabupaten/Kota. Jadi dalil Gugatan penggugat pada angka 18 (delapan

belas) halaman 9 (Sembilan) jelas dan terang benderang mengenai
penetapan suara hasil pemilu dan berada dalam ranah perselisihan

Hasil Pemilihan Umum.

b. Bahwa atas permasalahan penggugat sebagaimana dalil gugatan

penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 9 (Sembilan) yaitu

"mengenai penetapan suara hasil pemilu" dan berada dalam ranah

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mak berlakukan ketentuan Pasal

24C ayal (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi fUU Ml$ sebagaimana

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20'l 1 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi ("UU 8/201 1") dan kenrudian diubah kedua

kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tjhun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu 112013") dan

kemudiah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-

Undang yang pada huruf d mengatakan bahwa kewenangan mahkamah

konstitusi adalah "d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum". Bahwa sampai Tergugat ll menerbitkan Ob.iek sengketa yaitu

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEp.GUB/SETDA.pEM-

2.212019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang peresmian pengangkatan

Anggota Dewan Peruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo provinsi

Janrbi Masa Jabatan Tahun 2019.2024 khusus Lampiran An. A!fian,

S.M. dari Partai Amanat Nasional Dapil Bungo 3. Tidak ada
permasalahan Penetapan suara hasil pemilu a quo di ajukan sengketa
ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Tergugat ll mengeluarkan objek
sengketa.

c. Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan permohonanlgugdtan

Perselisihan hasil Pemilihan Umum (pHpLl) ke mahkamah.konsiitusi :,.:'
artinya sudah guguar hak hukum penggugat untuk menguli,ieUerjqfhh . i.ryi;
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"penetapan suara hasii pemilu,,yang telah ditetapkan oleh KpU bungo,
sehingga dengan tetap penggugat mengajukan gugatan terkait
"penetapan suara pemilu', ini ke pengadilan Tata Usaha Negara, jelas
dan terang sekali bukan kewenangan dari pengadilan Tata Usaha
Negara untuk memutus perselisihan Hasil pemilihan Umum khususnya
pada dapir Bungo 3 ini. Berdasarkan pasar 470 uu pemiru mengatakan
"bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui pTUN meliputi
sengketa yang timbur daram bidang tata usaha negara pemiru antara
calon anggota DpR, DpD, DpRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau
partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan
KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KpU, keputusan KpU provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota,,, sedangkan perkara a quo adalah
disandarkan pada ,,penetapan suara hasil pemilu,, yang ranahnya
adalah kewenangan Mahkamah konstitusi, sehingga beralasan hukum
gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang terah rergugat il kemukakan di atas,
maka nrohon kepada yang Muria Majeris Hakim pengadiran Tata usaha
Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan
memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
I . Menerima Eksepsi Tergugat ll untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidak_tidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh
Penggugat bersifat Enor rn persona, kadarurwarsa dan/atau prematur,

bukan kewenangan dari pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat ll uraikan dalam eksepsi, mohon

dimasukkan juga ke daram pokok perkara dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Tergugat ll menolak seluruh. dalil_dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang termuat dalam uraian
gugatan pada hurup A dan hurup B dan hurup D angka 11, maka tidak
perlu Tergugat ll tanggapi secara panjang lebar dikarenakan hal tersebut
merupakan hak penggugat untuk mengajukan gugatan Tata .,,USaha
Negara terhadap Terlugat I maupun juga terhadap Gubemur Jam

namun demikian gugatan tersebut tentunya
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harus didasarkan pada ketentuan peratumn perundang-undangan yang

berlaku, juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang sebenar-benamya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian

gugatan pada hurup D dan Hurup E yaitu pada halaman 4 sampai

dengan halaman 13, maka perlu Tergugat ll tanggapi dalil{alil
Penggugat tersebut dengan menyampaikan hal-halsebagai berikut :

a. Bahwa penerbitan objek sengketa 2 yang telah dilakukan oleh

Tergugat ll yaitu berupa : Keputusan Gubernur Jambi Nomor :

946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-22nYg Tentang peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo Provinsi Jabatan Masa Jabatan 2019 -2024 Tanggal 15

Agustus 2019 termasuk di dalamnya Lampiran lll An. ALFIAN, S.M.

dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, semata-mata

didasari dalam rangka menjalankan amanah Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, terutama sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) yang menyebutkan :

Keanggotaan DPRD kabupaten/kota dircsmikan dengan keputusan

gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

b. Bahwa tindakan Tergugat ll dalam menerbitkan objek sengketa 2

tersebut telah desuai dengan mekanis dan prosedur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaiiu dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut :

(1) Diawali dengan adanya pihak Konrisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo mengajukan usul peresmian pengangkatan Anggota DPRD

Kabupaten Bungo hasil Pemilu Tahun 2019 melalui Bupati Bungo

melalui surat Nomor 171l906/Adpum tanggal 29 Juli 2019 Perihal

Penyampaian Usulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten

Bungo Tahun 2019-2024. Adapun berkas persyaratan terlampir

adalah sebagai berikut :

(a) Surat Ketua KPU Kabupaten Bungo Nomor 624lPL.01.03-

SD/1506/KPtJ.KabA/|112019 tanggal 24 Juli 2019 perihal

Penyampaian Dokumen Usulan Peresmian Anggota DpRD

Kabupaten Bungo tahun 2019-2024-,

(b) Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 218/HK_03.1-

KpU1S0B/KPU.KabA/|112019 tanggal 21 Juli 2019 tentang

penetapan Perolehan Kursi partai politik peserta pemilihan

Umum Anggota DpRD Kabupaten Bungo Tahun 2019; .

1
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(c) Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 219/HK.O3..!_

KpU150B/KPU.KabNll/2019 tanggal 21 Juli 20.1g tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota DpRD Kabupaten Bungo
dalam pemilu tahun 2019;

(d) Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bungo
Nomor : 209/pK.01-BA/1508/Kpu_Kab^/il/20.t9 tentang
Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan Calon Terpilih

Anggota DPRD Kabupaten Bungo pemilihan Umum Tahun
20'19:

(e) Putusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 233/HK.03.1_KpU

1508/KPU.KabtXtU201B tanggat I Desember 2018 tentang

Perubahan kedua penetapan daftar Caon tetap (DCT)

Anggota DPRD Kabupaten Bungo pada pemilu Tahun 2019;
(f) Surat Keterangan Ketua KpU Kabupaten Bungo Nomor

584/P1.01.9-KU1S08/KPU.KabNtnfirg tanggat 23 Juti 2019
tentang Tidak Adanya Gugatan perselisihan Hasil pemilihan

Umum 2019 di Kabupaten Bungo;

(g) Data Anggota DPRD Kabupaten Bungo Masa Jabatan 2014-

2019;

(h) Berita Acara pengucapan sumpah{anji Anggota DPRD

Kabupaten Bungo tahun 2014;

(i) Copy tanda terima LHKPN Calon Anggota DpRD Kabupaten

Bungo terpilih hasil pemilu 2019;
(2) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Bungo melalui Bupati Bungo

mengirimkan Surat Nomor: 171l946/Adpum tanggal 7 2019 perihal

: Penyampaian Ralat Kode Klasifikasi Berita Acara dan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Bungo tentang penetapan peroleh

Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DpRD Kabupaten
Bungo Periode 2019 - 2024, dengan pokok isi surat :

a. Semula Berita Acara Nomor 209/pK.O1_BA/1SOg/KpU.

KabA/ll/201 9 diratat menjqdi Nomor 209/pL.Oi.9-BA/1 SO8/

KPU-Kab/Vtl/2019;

b. Semula SK KPU Kabupaten Bungo Nomor 2.lg/l-1K.03.1-
KpU1SO8/KPU-KabN|U2Oi 9 diratat menjadi Nomor ZlglpL-
01.9-KpU'l 508/KpU-Kab/Vlt/201 9;

c. Semula SK KPU Kabupaten Bungo Nomor 219IHK:O3,J_

KpU1508/KpU-KabA/il/2019 diratat meniadi Nomor 2i9lpL.,:
01.9-KpUlS0B/KpU-Kab/Vil/2019; ,01 .

,
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d. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya terletak pada
penomoran Berita Acara dan Surat Keputusan KpU Kabupaten
Brrngo, tidak berubah perolehan kursi pada rekapitulasi jumlah
perolehan kursi partai politik dan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Bungo periode ZOlg_2024.

(3) Berdasarkan hasil koreksi dan teliti dengan berpedoman pada
surat Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 16.!/3323/OTDA tanggal 21
.luni 2019 Hal Usut peresmian Anggota DpRD Hasil pemilu Tahun
20J9, berkas usul pengangkatan anggota DpRD Kabupaten
Bungo masa jabatan 2019-2024 dinyatakan lengkap.

(4) Sesuai ketentuan :

a. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 2g ayat (1) huruf b
Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 201B tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DpRD provinsi, Kabupaten,
dan Kota menayatakan "Keanggotaan DpRD diresmikan
dengan: b. keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah

Pusat bagi anggota DpRD kabupaten/kota,,.

b. Pasal 28 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun

2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib DpRD
Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan "Keputusan

peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada laporan Komisi pemilihan Umum provinsi atau
kabupaten/ kota".

(5) Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Tergugat ll
menerbittkan Keputusan Nomor : 946/KEp.GUB/SETDA.pEM_

OTDA-2.212019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan penlrrakilan Rakyat Daerah
Kahupaten Bungo provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 20.19 _
2024.

(6) Pada tanggal 23 Aguslus 2019 Tim Advokasi Hendri Novriza,
S.Sos menyampaikan surat permohonan penundaan pelantikan

Anggota DPRD Kabupaten Bungo periode ZOlg-2024, dengan
pokok isi surat :

Meminta Gubernur Jambi menunda proses pelantikan anggota
DPRD Kabupate,r Bungo a.n. ALFIAN dari pAN dikarenakan
penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DpRD
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Kabupaten Bungo didasarkan pada perolehan suara tidak sah dan

cacat prosedur, sehingga:

a. KPU Kabupaten Bungo melaksanakan putusan Bawaslu

Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROV|2019,

tanggal 21 Mei 2019 untuk melakukan perbaikan dan

pembetulan pada formulir model DA.1-DPRD KAB/KOTA

Kecarnatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD

KABiKOTA Kabupaten Bungo.

b. Hendri Novriza, S.Sos ditetapkan sebagal anggota DPRD

Kabupaten Bungo terpilih untuk Dapil Bungo 3 dengan

perolehan suara sebesar 'l .500 suara.

(7) Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum :

a. Pasal 155 ayat (2) menyebutkan "DKPP dibentuk untuk

memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya

dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota

KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota,

anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota

Bawaslu Kabupaten/Kota".

b. Pasal 421'ayat (3) menyebutkan : Calon terpilih anggota DPRD

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupirten/Kota".

c. Pasal 474 ayal (1) menyebutkan "Dalam hal terjadi perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD,

dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa sesuai dengan hal-hal-hal yang telah Tergugat ll uraikan pada

jawaban gugatan dalam pokok perkara angka 4 di atas, maka dapat

drsimpulkan bahwa :

a. Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo

merupakan kewenangan KPU Kabupaten Bungo, sedangkan

Gubernur sebagai Wakit Pemerintah Pusat berkewajiban meresmikan

dan tidak dapat menunda peresmian pengangkatan calon Anggota

DPRD yang telah diusulkan oleh KPU melalui Bupati.

b. Dalam hal terdapat perselisihan terkait hasil Pemilu:,

diselesaikan melalui Mahkamah Konstusi.

4,
I
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c. Bahwa sessuai dengan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diketahui bahwa :

Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu

antara:

- Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/ kota,

atau

- Partai politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon

dengan -

- KPU, atau

- KPU Provinsi, atau

- KPU Kabupaten/Kota

d. Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (1) dan Pasal 471

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20'17 tentang Pemilihan Umum ke

Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di

Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan

Pasal 469 ayat (2) telah digunakan, yaitu ".dilakukan paling lama 5

(liira) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu".

6. Bahwa oleh karend penerbitan Obyek Gugatan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta

dikarenakan dalam hal penerbitan Obyek Gugatan tersebut tidak ada hal-

hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf V

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

seluruh dalildalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat ll kemukakan di atas, maka

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jambi Yang Memeriksa dan Menga<lili Perkara ini agar berkenan

menrberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat ll untuk seluruhnya;

2- lrlenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

T
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Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa terkait dengan sengketa a guo, Majelis Hakim

telah memanggil pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan,

sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

yang kemudian berdasarkan Permohonan lntervensi tertanggal 23 OKober

2019 yang diajukan oleh ALFIAN melalui Kuasa Hukumnya EDRIANTO, S.Hl.

dan ISI1A ABDI, S.H. Selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor:

20/G/INTV/2019/PTUl'l.JBl tanggal 30 Oktober 2019 telah didudukkan

sebagai pihak Tergugat ll lntervensi;

fulenimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat

tersebut, Pihak Tergugat ll lntervensi telah mengajukan Jawabannya pada

Persidangan yang ciilaksanakan melalui sistem e-court tanggal 13

Nopember 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Sehubungan dengan gugatan Penggugat HENDRI NOVRIZA, S.Sos. dalam

perkara Tata Usaha Negara Nomor : zOlGlzOl9lPfUN JBI tertanggal 30

Agustus 20"19 selanjutnya telah dilakukan perbaikan format gugatan tersebut

tertanggal 16 Oktober 2019, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat

ll lntervensi mengalukan jawaban / tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu

sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat ll Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat daluwarsa atau

telah lewat waktu, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang

diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

a. Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang disampaikan dalam surat

gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas

terkait dengan perselisihan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

dan.juga dugaan pelanggaran administrasif yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bungo terkait dengan rekapitulasi suara

hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan demikian sudah barang

tentu yang menladi dasar hukum peneyelesaian terkait dengan

sengketa Pemilu tersebut adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 20Jf..
\.i.,
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b. Pada Pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun 20'17 tentang

Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

'1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha

negara, dilakukan setelah upaya administra.if di Bawaslu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469

ayat (2) telah digunakan.

2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu seba-

gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling iama 5 (lima) hari

kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi

gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan

oleh pengadilan tata usaha negara.

4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peng-

gugat belum menyempurmakan gugatan, hakim memberikan

putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
' dilakukan upaya hukum.

6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh

satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan

upaya hukum lain.

B) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas dan dikaitkan dengan

fakta-faKa yang ada, maka benar adanya bahwa gugatan yang diajukan

oleh Penggugat bersifat daluwarsa atau telah lewat waktu, yaitu dengan

dasardasar sebagai berikut :

(a) Bahwa gugatan riapat diajukan setelah upaya administratif di

Bawaslu telah digunakan. Pada kenyataannya Penggugat telah

mengajukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi Jambi dan atas

upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka

pihak pihak Bawasiu Provinsi Jambi telah mengeluarkdn putusa.n
..
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lJomor

2019.

05ADM/BWSUPEMILU/-PROVru/2019 tanggal 21 Mei

(b) Bahwa batas waktu yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan

atas sengketa tata usaha negara Pemilu paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, pada kenyataannya

dalam perkara ini Penggugat telah jauh melampaui batas waKu
yang diperkenankan beradasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,karena pada kenyataannya Penggugat mengajukan

gugatan terkait dengan sengketa tata usaha negara Pemilu

tertanggal 30 Agustus 2019, padahal upaya administratif yang telah

dilakukan oleh Penggugat telah memperoleh putusan dari Bawaslu

provinsi pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Putusan Bawaslu

Provinsi Jambi Nomor : 05ADM/BWSL/-PEMILU/PROVN/2O19

tanggal 21 Mei 2019.

(c) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua

puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, namun

pada kenyataannya pada kenyataannya Pengadilan Tata Usaha
' 

Negara Jambi melalui Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi

yang memerksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara

Pemilu yang dialukan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat

tidak memungkinkan dapat diselesaikan dalam batas waku
penyelesaian yang diperkenankan menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku tersebut yaitu maksimal paling

lama 21 (dua puluh satu) ha:.i kerja sejak gugatan dinyatakan

lengkap, karena pada saat ini (dalam proses penyampaian jawaban

atau tanggapan atas gugatan Penggugat) telah memaski hari kerja

ke-l5 sejak. gugatan Penggugat dinyatakan lengkap, sadangkan

proses pemeriksaan perkara masih banyak lagi yang perlu

dilaksanakan yaitu diataranya pengajuan replik, duplik, pengajuan

alat bukti surat, saksi dan ahli, pengajuan kesimpulan dan diakhiri

dengan pembacaan putusan.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur (obscuur

libel), oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh

Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut : ,,

a. Bahwa pada satu sisi Penggugat pada satu sisi mempermasalahk{1

tentang adanya dugaan perselisihan penetapan perolehan .ra57n"j[:

uatanan s3 dari 89 labmai
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Pemilu khususnya terkait dengan penetapan peroleh hasil suara caleg

Nomor Urut 1 Asad, kepada Caleg Nomor Urut 2 Alfian, S.M (yang

diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian Hurup

E angka 1B), namun pada sisi lain Penggugat surat gugatannya pada

bagian Hurup E angka 19 mendalilkan bahwa Penggugat merasa telah

terjadinya pelanggaran administrasif yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdaoat pada

Undang-rrndang Nomor 7 tahun 2017 diketahui bahwa terdapat dua

jenis sengketa dalam pemilihan umum, yaitu sengketa dalam proses

pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu (PHPU).

(1) Sengketa dalam proses pemilu umumnya teriadi di antara para

peserta pemilu. Selain itu sengketa dapat juga terjadi antara

peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penindakan sengketa
- dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu). Dalam melakukan pencegahan dan

penindakan, tugas Bawaslu terbagi menjadi dua yaitu untuk

melakukan penirdakan atas pelanggaran pemilu dan penindakan

atas sengketa proses pemilu. Terdapat tiga peranggaran pemilu

yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan

pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 20'17 tentang Pemilihan Umum disebutkan

bahwa:

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengaditan tata usaha

negara, dilakukan setelah .upaya administratif di Bawastu

sebagaimana Cimaksud dalam Pasat 467, pasal 469, dan pasat

469 ayat (2) telah digunakan".

(2) Bahwa penyelesaian sengketa atas perselisihan hasil pemilu

(PHPU) adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstusi, hal ini

didasarkan pada ketentuan pasal 474 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan : 
r.E,

tlrr
I
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Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota DPR, DpD, dan DpRD secara naslon at, peserta

Pemilu anggota DPR, DpD, dan D?RD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusl.

4. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

dikarenakan gugatan Penggugat bukanlah kewenangan pengadilan Tata

Usaha Negara melainkan adalah kewenangan Mahkamh Konstitusi yaitu

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas)

halaman 9 (Sembilan) mengatakan "bahwa setelah pelaksanaan

Pemilihan umum tahun 2019 pada daerah pemilihan bungo 3 (tiga)

provinsi Jambi pada perhitungan awal berdasarkan seluruh formulir

Model DAA-1 Plano DPRD Kab/Kota Penggugat A. Hendri Novriza

Nomor urut 5 merupakan peraih sura terbanyak dengan perolehan

1.500 (seribu lima ratus) suara, yang kemudian berubah menjadi

"terbanyak kedua" sebagai akibat adanya perpindahan/pengalihan

suara sebanyak 10 suara dari caleg Nomor urut'l Asad, kepada caleg

ndmor urut 2 an. Alfian.S.M yang menjadikan perolehan sura caleg

nomor urut 2 Alfian. S.M meningkat dari 1.494 suara menjadi 1,504

suara" terlihat jelas permasalahannya adalah terkait Perselisihan hasil

Pemilihan umum karena berdasarkan Pasal 473 UU Pemilu adalah

perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan

perolehan suaia hasil Pemilu secara nasional yang mana penggugat

mendalilkan bahwa perolehan hasil suara penggugat adalah terbanyak

nomor 1 (satu) yang kemudian menjadi terbanyak nomor 2 (dua)

karena adanya penambahan/pengalihan suara sebanayak 10 suara

kepada caleg Nomor urut 2 an. AIfian yang berimbas kepada
penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sedangkan jika kitaelaborasi
lebih dalam terkait sengketa proses pemilu berdasarkan pasal 466 UU

Pemilu mendefinisiken sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi
antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
Komisi Pemilihan Umum ('KpU), keputusan KpU provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi rlalil Gugatan penggugat pada

angka 't8 (delapan belas) halaman g (Sembilan) jelas dan terang
benderang mengenai penetapan suara hasil pemilu dan berada dalag..

,t
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b. Bahwa atas permasalahan penggugat sebagaimana dalil gugatan

penggugat pada angka 1B (delapan belas) halaman g (Sembilan) yaitu

"mengenai penetapan suara hasil pemilu" dan berada dalam ranah

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mak berlakukan ketentuan Pasal

24C ayal (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU

illK") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi ('UU 8/2011) dan kemudian diubah

kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedr-ra Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Perpu

1/2013') dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Menjadi Undang-Undang yang pada huruf d mengatakan bahwa

kewenangan mahkamah konstitusi adalah "d. memutus perselisihan

tentang hasil pemitihan umum". Bahwa sampai Tergugat I

mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9- KpU1508/KPU-

Kabtull/2o19 tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Dalam

Pemilihan Urnum Tahun 2019 Khusus Lampiran lll atas nama Alfian

dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3 dan Tergugat

ll mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Gubemur Jambi

Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-2.2DO19 tanggal 15 Agustus

20'19 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan

Tahun 2019-2024 khusus Lampiran An. Alfian, S.M. dari Partai

Anranat Nasional Dapil Bungo 3. Tidak ada permasalahan Penetapan

suara hasil pemilu a quo di ajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi,

sehingga Tergugat ll mengeluarkan objek sengketa.

c. Bahwa dengan Penggugat tidak mengajukan permohonan/gugatan

Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHpU) ke mahkamah konstitusi

artinya sudah guguar hak hukum penggugat untuk menguji kebenaran
"penetapan suara hasil pemilu" yang telah ditetapkan oleh KpU bun$o,

sehingga dengan tetap penggugat mengajukan gugatan t|rkait

,,,"_],iu *n ulL,._,,^
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"penetapan suara pemilu" ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas

dan terang sekali bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha

Negara untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

khususnya pada dapil Bungo 3 ini. Berdasarkan Pasal 470 UU Pemilu

mengatakan "bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui

PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal

pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU

Provinsi, dan keputusan KPU l(abupaten/Kota', sedangkan perkaia a

quc adalah disandarkan pada "penetapan suara hasil pemilu" yang

ranahnya adalah kewenangan Mahkamah konstitusi, sehingga

beralasan hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat ll lntervensi kemukakan di

atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Janrbi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan

membeiikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima EksepsiTergugat ll lntervensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh

Penggugat bersifat kadalurwarsa (lewat waktu);

3. Ivlenyatakan menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan yang diajukan oleh

Penggugat bersifat kabur (obscuur libel)

4. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi tidak benrrenang memeriksa dan mengadili perkara terkait

dengan adanya perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah menladi

kewenangan Mahkamah Konstitusi

5. Mernbebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalildalil yang telah Tergugat ll uraikan dalam eksepsi, mohon

dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan

yang.tidak terpisahkan. ,, 1,,:.r!,
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2. Bahwa Tergugat lllntervensi menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas

dan terperinci oleh Tergugat ll Intervensi.

3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara

ini adalah :

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 219/PL.01.9-KpU1508/

KPU.Kab/-Vll/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus Lampiran lll An. ALFIAN dari

Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3.

b. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEP.GUB/SETDA.PEM-

OTDA-2.212O19 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jabatan Masa

Jabatan 2019 -?O24 Tanggal 15 Agustus 2019. Khusus Lampiran lll
An. ALFIAN, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan

Bungo 3.

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada umumnya

adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan

hukum sebagai berikut :

a. Surat Keputusah yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat

Keputusan yang diterbitkan <rleh Tergugat ll yang menjadi objek

sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan sesuai dengan

kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang benaku yakni sebagaimana tertera daiam konsideran

menimbang, mengingat dan memperhatikan yar,g tertera pada

masing-masing Objek sengketa tersebut.

b. Bahwa pada kenyataannya surat Kepulusan yang telah diterbitkan

oleh Tergugat ldan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ll

pada dasarnya telah memenuhi prosedur dan syarat sahnyanya

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam

Pasal .52 ayat Undang-undang .Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang terkait dan ada hubungannya dengan penerbitan objek

sengketa yang diterbitkan masing-masing Tergugat I dan tergugat ll

tersebut.

c. Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ll juga telah sesuai

dengan asas.asas umum pemerintahan yang baik, khususnya. asas

T
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kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas

kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas

keterbukaan, asas kepentingan umum dan asa pelayanan yang baik.

5. Bahraa setelah Tergugat ll lntervensi membaca dan menelaah isi gugatan

Penggugat dalam perkara ini dan dikaitkan dengan Iaporan Pengaduan

Penggugat pada pihak Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana termuat

dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor : 05/ADMiBWSUPEMILU/PROVru/2019 Tanggal 21 Mei 2019,

maka oerlu diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok pemrasalahan yang

dilaporkan olelr sdr. Hendri Novriza, S.Sos (selaku Pengadu) yang

sekarang disebut sebagai Penggugat adalah atas adanya perbedaan

angka perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 antara

sdr. As'ad selaku Caleg Nomor I dengan perolehan suara yang diraih

oleh Tergugat ll lntervensi yang dahulunya selaku Caleg Nomor 2

DPRD Kabupaten Bungo hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang

tertera pada :

- Formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota

- Sertifikat C1 di Dusun Rantau Tipu

- Formulir Model Cl Plano DPRD Kab/Kota

- Formulir Sertifikat Model DA1-DPRD Kab/KoIa

b. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Pulusan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/

PROVN/20'19, Tanggal 21 Mei 2019 telah menjelaskan hal-hal

sebagai berikuL :

- Bahwa benar pada hari selasa Tanggal 23 April 2019 Pukul 13.00

Wib, bertempat di Aula Kantor Camat Limbur Lubuk Mengkuang

dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehasn Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut Terlapor (panitia

Penyelenggara Kecamatan) Limbur Lubuk Mengkuang didatangi

oleh saksi dari Partai PAN atas nama saudara Muslim dan Sairluna

yang menyampaikan keberatan yaitu Di TPS 07 Dusun Rantau Tipu

ada perolehan Suara Caleg atas nama Alfisn sehanyak 10 suara

sah dengan mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

- Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi PAN, maka Terlapor

langsung menghubungi Ketua KPPS TPS 07 Rantau Tipu atas

nama Alhabibi untuk mengkonfirmasi masalah tersebutTang
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menyatakarr bahwa "Benar Ada Suara Caleg Atas Nama Alfian

Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di IPS 07 Ds Rantau Tipu Dan

Caleg Atas Nama As'ad Nomor Urut 1 Paftai PAN Tidak

Mempercleh Suara Salu Pun Di TPS 07 Berdasarkan Data Foto C1

Ptano Yang Di Dokumentasikan KPPS TPS 07 Rantau Tipu".

Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS

tersebut dan beserta dokumen otentik maka FPK Limbur Lubuk

Mengkuang melaiiukan perbaikan perolehan suara Sdr. Alfian pada

From Model DA'l Plano-DPRD Kab/Kota yang seriula suara Caleg

As'ad diperbaiki ke suara saudara Alfian sebanyak 10 suara ke DA1

Plano, serta dibubuhi palaf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazarudin

(Anggota ) Ade lrawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua Panwas

Kecamatan).

Bahwa pada saat itu anggota PPK A.n Nazarudin (Operator Devisi

Teknis) lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir

Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format Model Sertifikat

DA1 -DPRD Kab/Kota didalam Komputer.

Bahwa sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kemudian diprint dan

dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang

hadir, SehinEga saksi partai politik menerima hasil print out yang

belum disesuaikan dengan perubahan dalam- Model DA1 Plano-

DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara yang

jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah perolehan suara untuk

Alfian (Tergugat ll lntervensi) yang seharusnya memperoleh 10

sua ra

Bahwa benar selanjutnya diadakan Rapat Pleno tingkat Kabupaten

Bungo yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 i/lei

2019 yang bertempat di Ballroom Hotel Semagi Muara Bungo dan

untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang telah dijadwal

pelaksanaan plenonya tanggal 3 Mei 2019, bahwa sekitar pukul

21:00 Wib tanggal 3 Mei 201p dimulai pleno tingkat Kabupaten

untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten untuk Kecamatan Limbur

Lubuk lVlengkuang, saksi Partai Amanat Nasional (PAN)

menga.jukan keberatan terha-dap suara sah salah satu Caleg Partai

tersebut karena adanya perbedaan perolehan suara Caleg PAN

Nomor urut 1 atas nama As'ad, S.sos dengan Caleg PAN Nornor

urut 2 atas nama Alfian (Tergugat ll lntervensi) antara yang tertera
4
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atau tertulis pada sertifikat model DA.1-DPRD Kab/Kota yang telah

diprint dan dibagikan serta diterima oleh masing-masing saksi

parpol yang hadir, Sehingga saksi partai politik menerima hasil print

out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA'l

Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As'ad masih terdata 10 suara

yang jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah suara Alfian

(Tergugat ll lntervensi) berjumlah 10 suara sedengkan As'ad tidak

memperoleh suara.

- Bahwa pada dasamya berdasarkan alatalat buKi yang diajukan

dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama masa proses

pemeriksaan laporan Pengaduan Penggugat pada pihak Bawaslu

Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Putusan Badan

Pengawas Penrilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/

BWSUPEMILU/PROV //2019 Tanggal 21 Mei 2019, Dengan

demikian adanya fakta bahwa memang benar perolehan suara

Caleg PAN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 7 Dusun

Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang nomor urut 1.

As'ad memperoleh 0 suara dan Caleg nomoi urut 2. Alfian

memperoleh 10 suara adalah suatu fakta yang benar dan tidak

terbantahkan.

6. Bahwa walaupun benar telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan yang

dilakukan oleh pihak Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Limbur

Lubuk Mengkuang yang hanya melakukan perbaikan pada formulir Model

DA.1 Plano DPRD Kab/Kota saja, dan pihak PPK Limbur Lubuk

Mengkuang telah melakukan kesalahan input data perolehan suara Partai

PAN ke dalam formulir sertifikat Model DA.1- DPRD Kab/Kota, karena

data yang diinput ke dalam formulir sertifikat Model DA.1- DPRD

Kab/Kota tidak berdasarkan hasil perbaikan / koreksi pada formulir Model

DA..l Plano DPRD Kab/Kota, bukan berarti akibat tidak lengkapnya

perbaikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I beserta perangkatnya

mengakibatkan harus dibatalkannya tidak sah atau harus dibatalkan

Surai Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I yang menjadi

objek sengketa dalam perkara inidan Surat Keputusan yang diterbitkan

oleh Tergugat ll yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini

dinyatakan batal atau tidak sah.

7. Bahwa kebenaran materil yang tidak terbantahkan bahwa perolehan

suara Caleg PAN Pada Pemitihan Umum Tahun 2019 di fpS Z Ousiifj::

Rantau Tipu Kbtamatan Limbur Lubuk Mengkuang nomor urut f,.:qga6;
A t.'
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B

memperoleh 0 suara dan Caleg nomor urr;t 2. Alfian memperoleh 10

suara adalah suatu fakta yang benar dan tidak terbantahkan, sehingga

dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan balrwa

Penggugat memperoleh suara terbanyak pertama pada Pemilihan Umurn

utusan dari partai Amanat Nasional pada Dapil Bungo 3 adalah sesuatu

dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yang

dilakukan oleh Tergugat ll pada dasarnya semata-mata demi memenuhi

perintah undang-undang, yaitu sebagai termuat dalam ketentuan Pasal

155 ayat (2) Urrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 28 ayat

(1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

a. Pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : "Keanggotaan

DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubemur

sebagai wakil Pemerintah Pusat".

b. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,

Kabupaten, dan Kota yang menyebutkan bahwa :

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan :

a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi;

b. keputusan gubernur sebagai wakil PemerintahPusat bagi

anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud padaayat (1)

didasarkan pada laporan Komisi Pemilihanumum provinsi atau

kabupaten/ kota.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat ll lntervensi kemukakan

di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar

berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA: .

1. lr4enerima jawaban Tergugat ll lntervensi untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 62 dai 89 halaman
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Menimbang, bahwz, terhadap Jawaban Tergugat l, Jawaban Tergugat

ll dan Jawaban Tergugat ll lntervensi, Pihak Penggugat mongajukarr Replik

pada Persidangan yang dilaksanakan melalui sistem e-courl tanggal 18

Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan

semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat l,

Pihak Tergugat ll dan Pihak Tergugat ll lntervensi juga telah mengaiukan

Dupliknya masing-masing pada Persidangan yang dilaksanakan melalui

sistem e-court tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada

jawaoan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak

Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim

di persidangan dengan diberi tanda P-'l sampai dengan P-9, yaitu sebagai

berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Hendri Novriza S.Sos Yang

Ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal : Permohonan

Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Periode 2019-2024 Untuk Dapil Bungo 3 Dari Partai PAN

Atas Nama Alfian (Sesuai Dengan Aslinya);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Hendri Novriza S.Sos Yang

Dituiukan Kepada Gubernur Jambi Tanggal 23 Agustus

2019 Perihal : Permohonan Penundaan Pelantikan Anggota

DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024 Untuk Dapil

Bungo 3 Dari Partai PAN Atas Nama Alfian (Sesuai Dengan

Aslinya);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 209/PK.01-ba/1508/KPU-

KabA/ll/2019 Tanggal 21 Juli 2019 -Ientang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor

:946/KEP.GUB/SETDA.PEIvI-OTDA-2.212019 Tanggal 1 5

Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota

Dewan Peruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bunljo

Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun2Olg-2024: EI
Halama\ 63 dai 89 halaman
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5. Bukti P-5

6. Bukti P-6

7. Bukti P-7

8. Bukti P-B

9. Bukti P-9

Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provrnsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/

V/2C19 Tanggal 21 Mei 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia Yang Ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jambi Nomor : 923/HK.07-SD/06/KPUA/|/

2019 Tanggal 20 Juni 2019 Perihal: Tindak Lanjut Putusan

Bawaslu (Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik lndonesia Yang Ditujukan Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia Nomor : /293/K.Bawaslu/PM 06.004/lV

2019 Tanggal 25 Juli 2019 Perihal : Jawaban Surat Komisi

Pemilihan Umum Rl Nomor : 1026/PL.03.2-SD/06/KPU/

Vll/201 I (Fotokopi Dari Fotokopi),

Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu Republik lndonesia Nomor : 149-PKE-DKPPNll2019

Tanggal 30 Oktober 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Yang Ditujukan Kepada 1)Ketua KPU Kabupaten Bungo

2)Ketua PPK Limbur Lubuk Mengkuang, Nomor : 336/

PY.01.1-SD/15tProvNl2O19 Tanggal 21 Mei 2019 Perihal :

Teguran Tertulis (Fotokopi Dari Fotokopi);

trrlenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak

Tergugat I telah menyerahkan bukti-buKi tertulis berupa fotokopi surat yang

telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim

di persidangan dengan diberi tanda T.l-1 sampai dengan T.l-19, yaitu sebagai

berikut;

1 . Bukti T.l-1 . Fotokopi Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia Yang Ditujukan Kepada 1)Ketua KPU

Provinsi/KlP Aceh ilKetua KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Nomor : 1027lPL.01.9-SDl03lKPUNlll2019 Tanggal 17

Juli 2019, Perihal : Penetapan Perolehan Kursi dan

Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2019

(Fotokopi Dari Fotokopi);

2. Bukti T.l-2 : Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik

lndonesia Nomor : 1844/PAN.MI(0712O19 Tanggal 16
dl'+
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Juli 2019 Perihal : Jawaban Atas Permintaan Data

(Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor : 209/PL.01.9-BA/1508/KPU-

KabA/ll/2019, Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Nomor : 219/PL.01.9-KpU1508/KPU-KabA/ll/2019

Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai

Dengan Asiinya);

Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Rapat Pleno Penetapan

Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD

Kabupaten Bungo 20't9 Tanggal 21 Juli 2019 (Sesuai

Dengan Aslinya),

Fotokooi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor : 1611PL.01.7-8tu1508/KPU-

KABA//2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

Kabupateni Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sesuai

Dengan Aslinya);

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Nomor : 141iHK.03.1-KpU1508/KPU.KabN/2019

Tanggal 5 ttrtei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Keputusan .Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia Nomor : 987/P1.01.8-KpU06/KPUN/2019

Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi
*4
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9. Bukti T.l-9

10. Bukti T.l-10

11. Bukti T.1.11

12. Bukfif .l.12

13 Bukti T 113

Dari Fotokopi);

Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi Nomor :538/HK.06.5-SD-SD/15/PROV/IXJ2O19

Tanggal 3 September 2019 Perihal : Penundaan

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Fotokopi

Dari Fotokopi);

Fotokopi Capture Pengumuman Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor : 5B2lPL.O4.1-PU/15084/ll/

2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /

Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model CI-DPRD

Kab/Kota, Nomor TPS 007 Desa Rantau Tipu,

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Karbupaten

Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo

3(Sesuai Dengan Aslinya);

Fctbkopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/

Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD

Kab/Kota, Nomor TPS 001 Desa Tanjung Bungo,

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten

Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Bungo 3

(Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di

daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

Umum Tahun 2019, Model DAAI-DPRD Kab/Kota, Desa

Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang,

Kabupaten Bungo, Prov;nsi Jambi, Daerah Pemilihan

Bungo 3 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di

daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

Putusan Nomor :
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15. Bukti T.1.15

16. Bukti l-.1.16

17. Bukti T.1.17

.18. Bukti T.1.18

1 9. Bukti T.l 't I

Umum Tahun 2019, Modet DAAI- DPRD Kab/Kota, Desa

Tanjung Bungo, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang,

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan

Bungo 3 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi ]lasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap

Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah

Kecamatan Pemilihan Umunr Tahun 2019, Model DA1-

DPRD Kab/Kota, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang,

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan

Bungo 3 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Atau

Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Model DB2-KPU

(Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Surat lvlandat Dewan Pimpinan Daerah Partai

Ambnat Nasioanl Kabupaten Bungo Nomor '.

PAN/05.04/t(0 12llY l2O1 I (Sesuai Dehgan Aslinya);

Fotokopi Print Out Photo Model C1-Plano DPRD

Kab/Kota TPS 07 Desa Rantau Tipu Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang Perolehan Suara Partai Amanat

Nasional (PAN) (Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Khusus Pasal 62 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat ll telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim

di persidangan dengan diberi tanda T.ll-1 sampai dengan T.ll-13, yaitu

sebagai berikut;

1. Bukti T.ll- | : Fotokopi Surat Bupati Bungo Yang Ditujukan Kepada

Gubernur Jambi Nomor : 171l906/Adpum Tanggal 294
I
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2. Bukti T.ll-l

3. Bukti T.ll-3

4. Bukti T.ll-4

5. Bukti T.ii-5

6. Bukti T.l16

Juli 2019 Perihal : Penyampaian Usulan Calon Terpilih

Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2024

(Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Surat Keterangan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bungo Nomor : 584/PL.01.9-

KVl50SIKPU.KabNll/20'19 Tanggal 23 Juli 2019 Tentang

Tidak Ada Gugatan Perselisiharr Hasil Pemilihan Umum

2019 Di Kabupaten Bungo (Sesuai Dengan Aslinya):

Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Yang Dituiukan Kepada Gubernur

Jambi Nomor : 621/PL.01.03-SD/1508/KPU.KabNll/2019

Tanggal 23 Juli 2019 Perihal : Penyampaian SK KPU

Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Sesuai Dengan

Aslinya);

Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Yang Dihtjukan Kepada Bupati Bungo,

Nomor : 624/PL.0'1.03-SD/1508/KPU.KabNll/20't9

Tanggal 24 Juli 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen

Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Tahun 2019-2024 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor :209/PK.01-Bfu1508/KPU-

KabA/ll/2019 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Nomor :218/HK.03.1-KpU1508/KPU.KabNll/2019

Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Nomor : 219/HK.03.1-KpU1508/KPU.KabA/ll/2019

Tentang Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Penarakilan Rakyat Daerah

Kabupalen Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2O19
,4
I
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8. BuKi T.ll-B '.

9. Bukti T.ll-9 :

10. Bukti T.ll-10 :

11. Bukti T.ll-1 1 :

12. Bukti T.ll12:

13. BuKi T.ll-13 :

(Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Surat Bupati Bungo Yang Ditujukan Kepada

Gubernur Jambi Nomor : 171l946/Adpum Tanggal 7

Agustus 2019 Perihal :Penyampaian Ralat Kode

Klasifikasi Berita Acara dan Surat Keputusan KPU

Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Perolehan Kursi

Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD

Kabupaten Bungo Periode 2019-2024 (Fotokopi Dari

Fotokopi);

Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Yang Ditujukan Kepada Gubernur

Jambi Nomor :659/PL.01.9-SD/1508/KPU.KabA/lll/2019

Tanggal 6 Agustus 2019 Perihal : Ralat Kode Klasifikasi

BA dan SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Sesuai

Dengan Aslinya);

Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo Nomor :209/PL.01.9-BA/1508/KPU-

KabA/ll/2O19 Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi);

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Nomor :218/PL.01.9-KpU1508/KPU-KabNlll2O19

Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo

Tahun 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bungo Nomor : 219/PL.01.9-KpU1508/KPU-KabA/ll/2019

Tentang Tanggal 21 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

(Sesuai Dengan Aslinya);

Fotokopi Salinan Keputusan Gubemur Jambi Nomor

:946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.A2U9 Tanggal 1 5

Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan

Anggota Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten
r2l
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Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan f ahun 2019-2024

(Fotokopi Dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Pihak

Tergugat ll lrrtervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi

surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa

dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis

Hakim di persidangan dengan diberi tanda T.ll.lnt-1 sampai dengan T.ll.lnt-S,

yaitu sebagai berikut;

1. Bukti T.ll.lnt1 : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :

946/KEP.GUB/SETDA.PEM-OfDA-2.2nO15 Tanggal

15 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan

Anggota Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024

(Fotokopi Dari Fotokopi);

2. Bukti T.ll. lnt-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor

TPS 001 Desa/Kelurahan Tanjung Bungo Kecamatan

Limbur Lubuk Mengkuang Provinsi Jambi (Fotokopi Dari

Fotokopi);

3. Bukti T.ll.lnt-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor

TFS 007 Desa/Kelurahan Rantau Tipu Kecamatan

Limbur Lubuk Mengkuang Provinsi Jambi (Sesuai

Dengan Aslinya);

4. Bukti T.ll.lnt-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS Dusun Rantau

Tipu Tanggal 30 April 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);

5. Bukti T.ll.lnt-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jambi Nomor : 05/ADM/BWSUPEMILU/PROV/

V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (Fotokopi Sesuai Salinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan

kepada pihak Penggugat untuk mengajukarr saksi ataupun Ahli tetapi Kuasa

Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim iuga telah memberikan

kesempatan kepada pihak Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat ll lntervensi

untuk mengajukan saksi ataupun Ahli tetapi Kuasa Hukum Tergugat l, Kugsa
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Hukum Tergugat ll dan Kuasa Hukum Tergugat ll lntervensi menyatakan

tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat l, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat ll

lntervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan yang

dilaksanakan melalui sistem e-coutl tanggal 23 Desember 20i9;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam

persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana
yang telah tercantum pada Berita Acara pemeriksaan persiapan dan
Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu
kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan

selanjutnya nrohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan Gugatan,
tanggal 28 Agustus 20"19, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah
diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a
quo adaiah :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor : 219/
PL.01.9-KpU1508/KPU.KabA/il/2019, tanggat 21 Juti 2019 tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 201g, khusus Lampiran lll
A.n. Alfian dari Partai Amanat Nasional, Daerah pemilihan Bungo 3

(selaniutnya disebut obiek sengketa 1l lvide bukti T.l-4 = T.ll-12) ;

2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 946/KEp.GUB/SETDA.PEM_OTDA_

2-212019 tentang Peresmian pengangkatan Anggota Dewan penrvakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo provinsi Jambi, Masa Jabatan 201g-
2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran a.n. Alfian, S.M. clari
Partai Amanat Nasionar Daerah pemirihan Bungo 3 (seranjutnya disebut
objek sengketa 2l (vide bukti p4 = T.lt-13 = T.tt.lntv_1) ;

[t/enimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang
berjalan sebagaimana dimaksud pasar g3 ayat (1) Undang-Undang Nomor:
5 Tahurr 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara luncfo Undang_Undang
Nomor : 9 lahun 2OO4 dan seiring telah dihapusnya pasal .l 1g Undang-
Undang Nomor:5 Tahun 1g86, maka telah dipanggil pula secara patut
Sdr. Alfian, S.M., sebagaimana tercantum dalam keputusan objek sengketa
'1 dan objek sengketa 2, untuk diberitahukan haknya sebagai pihak yang

v
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berkepentingan untuk membela haknya atau pihak yang bergabung dengan

salah satu pihak yang bersengketa. Atas panggilan tersebut, pada

persidangan tanggal 23 Oktober 2019, telah hadir Kuasa Hukum dari Sdr'

Alfian, S.M. yang bernama Edrianto, S.Hi. dan lsra Abdi, S.H.' berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, dimana pada persidangan

tersebut, Kuasa Hukum Sdr. Alfian telah menyerahkan Surat Kuasa dan

Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan akan masuk sebagai

pihak lntervensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas permohonan lntervensi tersebut, Majelis

Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 20/G/1NM2019/PTUN-

JBl, tanggal 30 Oktober 2019, dimana permohonan Pemohon lntervensi

atas nama Alfian, S.M. telah diterima dan oleh karena kepentingannya

se.jalan/paralel dengan kepentingan Tergugat ldan Tergugat ll, yaitu untuk

mempertahankan keberlakuan obiek sengketa 'l dan objek sengketa 2,

maka Pemohon lntervensi ditetapkan sebagai Tergugat ll lntervensi ;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah didaftarkan secara

elektronik, sehingga beberapa tahapan persidangan dilakukan secara

elektronik (e-Court), yaitu pada acara menerima Jawaban dari Tergugat l,

1-ergugat ll, dan Tergugat ll lntervensi, menerima Replik dari Penggugat'

dan menerima Duplik 
'

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada

persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Court) tanggal 13

November 2019, Pihak Tergugat l, Tergugat ll, dan Tergugat ll lntervensi

telah mengaiukan Jawaban, masing-masing tertanggal '12 November 2019,

1 3 November 201 9, dan 13 November 201 I ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat l, Tergugat ll,

dan Tergugat ll lntervensi, pada persidangan yang dilakukan secara

elektronik (e-Court) tanggal 1 I November 20'19, Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 18 November 2019 dan terhadap Replik

tersebut, pada persidangan tanggal 21 November 2019, Tergugat l,

Tergugat ll, dan Tergugat ll lntervensi tqlah mengajukan Dupliknya masing-

masing ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Pihak Tergugat l, Tergugat

ll, dan Tergugat ll lntervensi juga mengajukan eksepsi,.sehingga sebelum

mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat l, Tergugat ll, dan

Tergugat ll lntervensi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

r
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Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1 . Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Telah Daluwarsa

(vide Jawaban Tergugat l, angka 2 halaman 2, dan huruf b angka (2)

Halaman 4.)

- Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana

yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 470 Undang-Undang

Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pasal 470

ayat (1) menyatakan bahwa : sengketa proses pemilu melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara Pemilu antara Calon anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon

Peserta Pernilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan l(PU

Kabupaten/Kota;

- Bahwa sesuar dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum

pihak Penggugat hanya dapat menga.lukan upaya keberatan

administrative atas diierbitkannya ob.lek sengketa 't adalah paling

larnbat tanggal 2.1 Agustus 2019 dikarenakan objek sengketa 1

tersebr.rt diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2019 ;

2. Bahwa Gugatan Pcnggugat bersifat Error in Objecto (vide Jawaban
'fergugat l, angka 4 halaman 3)

Pada pokoknya rnenyatakan bahwa objek sengketa 1 tidak termasuk

dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut Llndang-

Undan-q Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud

ketentuan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nonror:9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang rnenyebutkan bahwa :

"Tidak termasuk dalarn pengeftian Keputusan Tata Usaha Negara

menurut Undang-Undang ini (7). Keputusan Komisi Pemilihan Umum

baik di Pusat maupun di Daerah rnengenai hasil pemilihan umum ;

3. Gugatan Penggugat bersifat error in persona (vide Jawaban

Tergugat l, angka 6 halaman 3 dan hurrrf b angka (3) halaman 4)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayal (2) Undang-Undang

Nomor : 30 Tahun 20'14 tentang Administrasi Pemerintahan, maka

upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Komisi

1
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Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah keliiu atau salah pihak, karena

seharusnya ditujukan kepada Tergugat I sebagai Badan/pejabal yang

menerbitkan objek sengketa 1 ;

4. Gugatan Penggugat belsifat Prematur (vide Jawaban Tergugat I

angka (5) halaman 5)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4), badan/pejabat
pemerintahan mempunyai waktu 10 hari kerla untuk menanggapi atau

menyelesaikan keberatan, faktanya keberatan dari penggugat diajukan

tanggal 23 Agustus 2019, sedangkan gugatan diaiukan pada tanggal 30
Agustus 201 9 ;

lvlenimbang, bahwa adapun eksepsi yang diaiukan oleh Tergugat ll

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Gugatan Penggugat error in persona (vide Jawaban Tergugat lt

Bagian A. Dalam Eksepsi, angka 3 pada halaman l)
- bahwa yang rneniadi objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara a quo

adalah terkait dengan rentetan atau sengketa -hasil pelaksanaan

Pemilu Tahun 2019, oleh karena itu peraturan perundang-undangan

yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor '.7 Tahun 2O17

tentang Pemilihan Umum ;

- bahwa sesuai dengarr ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang

Nomor:7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka jelas dan

nyata bahwa sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha

. Negara meliputi sengketa antara : Calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta
. Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon dengan : KPU, atau KPU

Provrnsi, atau KPU Kabupaten/Kota ;

- Dengan demikian Tergugat ll tidak termasuk sebagai para pihak

dalam hal terjadinya seltgketa proses Pernilu melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara, sehingga sudah sewajarnya Tergugat ll Iselaku

Gubernur) tidak bisa dijadikan salah satu pihak dalam perkara a quo ;

2. Gugatan Penggrrgat Telah Lewat Waktu (kadaluwarsal lvide
Javraban Tergugat ll, angka 4 pada halaman 2)

- Bahwa sesuai dengan isi ketentuan Pasal 471 Undang-Undang

Nornor : 7 Tahurr 2017 tentang Pemilihan Umum, sebelum

mergajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu,

sebagaimana dimaksud Pasal 470, maka harus dilakukan upaya

administratif ke Bav,raslu ,
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- Bahwa penga.juan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilu

pada Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak dibacakan putusan Bawaslu, sehingga dengan
adanya fakta berupa putusan Bawaslu provinsi Jambi Nomor :

05/ADM/BWSL/PEMtLU/PROVNt2O19, tanggat 21 Mei 2019, maka
gugatan Penggugat yang didaftarkan di pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2019 adalah telah lewat
waktu (daluarsa) :

3. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur (vide J._rwaban

Tergugat ll, angka 5 huruf b dan huruf d pada halaman 3 dan
halaman 4);

- Bahwa dalil Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa 2 yang

diterbitkan Tergugat tt, diketahui oleh penggugat pada tanggal 15

Agustus 2019, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan

kepada Gubernur Jambi (rncasu Tergugat ll) pada tanggal 23

Agustus 2019 ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang

Nomor : 30 Tahun 2014 tentar,g Administrasi Pemerintahan, Tergugat

ll mempunyai waktu selama t0 hari kerja untuk menanggapi surat

keberatan dari Penggugat tersebut, sehingga oleh karena keberatan

diajukan pada tanggal 23 Agustus 2019, maka Tergugat ll

seharusnya punya waktu untuk menanggapinya hingga tanggal 6
September 2019, nantun faktanya pada tanggal 30 Agustus 2019

Penggugat sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat

masih prematur',

4. Gugatan Penggugat bukanlah menjadi Kewenangan pengadilan

Tata Usaha Negara (vide Jawaban Tergugat ll, angka 6 pada
halaman 5)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1g halaman g
menyatakan bahwa "berdasarkan seluruh formulir model DAA_1

Plano DPRD Kabupaten/Kota, penggugat Caleg Nomor urut 5

merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan 1.500 suara,
yang kemudian berubah menjadi ,,terbanyak kedua" sebagai akibat
adanya pengalihan suara sebanyak 10 suara dari Caleg Nomor urut 1

atas nama Asad kepada Caleg Nomor urut 2 atas nama Alfian S.M.,, ;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut mengenai penetapan suara hasil
Pemilu. dan berada daram ranah perserisihan Hasir pemirihan umum,
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dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1S45 dan Pasal

10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor:24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor:BTahun 2011, dan dengan Perpu Nomor: 1 Tahun

2013 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4
Tahun 2O14, maka kewenangan memutus perselisihan hasil

pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan

Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ll

lntervensi pada pokoknya menyalakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu (Daluwarsa) (vide Jawaban

Tergugat ll lntervensi, halaman 2)

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor : 7

Tahun 2017 lentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa g']gatan

sengketa tata usaha Negara Pemilu diajukan setelah upaya

administratif di Rawasltr dilal<r-rkan dalanr jangka waktu paling lama 5

(lima) hari keria setelah Ptrtusan Bawaslu dibacakan;

- Bahwa Penggugat telah mengaiukan upaya administrative ke

Bawaslu Provinst .lalnbi yang sudah diputus oleh Bawaslu dengan

Putr,rsan Nomor : 05/ADM/BWSL/PEtUILU/PROVNl2O19, tanggal 21

l.rlei 20.19, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya

5 hari keria setelah Putusan lersebut dibacakan ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan

Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Agustus 2019, maka

gugata Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat bersifat Kabur (obscuur libelsl lvide
Jawaban Tergugat ll lntervensi, angka 3 halaman 3)

- Bahvra dalil girgatan Penggr.rgat bersifat kabur karena pada satu sisi

Penggugat mempermasalahkan tentang adanya dugaan perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilu, disisi lain mendalilkan

bahwa ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi

Pernilihan Umum Kabupaten Bungo ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, ada 2 jenis sengketa dalam pemilu, yaitu sengketa dalam

proses Pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu ;

3. Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
(vide Jawaban Tergugat ll lntervensi, angka 4 halaman 4) 

"/I
Halaman 76 dai 89 halaman

Pulusan Nomor : 2O/G1201 glPTUN.JBI,vtlI



- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 halaman g

menyatakan bahwa "berdasarkan seluruh formulir model DAA-1

Plano DPRD Kabupaten/Kota, Penggugat Caleg Nomor urut 5

merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan '1.500 suara,

yang kemudian berubah meniadi "terbanyak kedua" sebagai akibat

adanya pengalihan suara sebanyak 10 suara dari Caleg Nomor urut .l

atas nama Asad kepada Caleg Nomor urut 2 atas nama Alfian,S.M.

meningkat dari 1 .494 suara menjadi 1.504 suara" ;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut mengenai penetapan suara hasil

Pemilu, dan berada dalam ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum,

dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal

10 ayat (11 hurut d Undang-Undang Nomor '. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor. 8 Tahun 2011, dan dengan Perpu Nomor: 1 Tahun

2013 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor : 4
Tahun 2014, maka yang berwenang memutus perselisihan hasil

pernilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan

Tata Usaha Negara :

lrilenimbar:g, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap

perbuatan hukum administrasi Tergugat I dan Tergugat ll ketika

mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa a guo, proses

pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak

terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini

se.jalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal lOO juncto Pasal

107 Undang-undang Republik lndonesia Nornor : 5 Tahun 1gBG Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa
yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan

untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti

berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara peradilan

Tata Usaha Negara dikenal sebagai 'Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim

Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-
fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan _:lat-alat

pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai takta dan Asas
Keaktifan I-lakim (Domirrus Lllrs);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan

terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat ll dan Tergugat ll lntervensi
tersebut, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur

{
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dalam Pasal 77 Undang-U,rdang Nornor . 5 Tahun 19BG tentang Peradilan

Tata Usana Negara, (dimana Undang-Undang ini sudah pernah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : I Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nornor: 51 Tahun 2009, yang sela;r.iutnya disebut Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyebutkan:

1. Eksepsl tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diaiukan setiap
waktu selama pemeiksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia
karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang
mengadili sengketa yang bersangkutan;

:. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diaiukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa:

3. Eksepsl lain yang tidak ntengerrai kewenangan Pengadilan hanya dapat
dipLttus bersanra dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas

yang dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat l, Tergugat ll, dan

Tergugat ll lntervensi yang iuga sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I pada angka 2 mengenai gugatan

Penggugat error in otrieclo terhadap objek sengketa 1' serta eksepsi dari

Tergugat ll dan Tergugat ll lntervensi masing-masing pada angka 4' yang

menerangkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara' menurut Maielis

Hakim berkaitan dengan Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan'

sedangkan eksepsi dari Tergugat l, Tergugat ll, dan Tergugat ll lntervensi

selebihnya termasuk eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut' maka sebelum

mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih

dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat lpada angka 2 yang

berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan dengan pertimbangan

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I tersebut pada pokoknya

menyatakan bahwa obiek sengketa 1 tidaklah termasuk dalam pengertian

keputusan tata usaha negara menurut Llndang-Unciang Peradilan Tata Usaha

Negara, khustrsnya menurut Pasal 2 ayat (7), yang menurut lv'lalelis Hakim

nraksudnya sama dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa alas dalil Tergugat I lersebut, menurut Majelis

Hakim yang menjadi permasalahan adalah "apakah benar obiek sengketa 't

adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2

huruf g te.sebut ataukah sebaliknya" : 4
I
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lvlenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal

50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengerrai

Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:
"Sengkela Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul datam bidang
Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan
Badan atatt Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usal,a Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-tutdangan yang berlaku" ;

Menimbang, balrwa berdasarkan pengertian Sengketa Tata Usaha

Negara tersebut, Majelis Hakim beroendapat yang meniadi unsur utama dari

suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah

selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud

ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Keputusan Tata Usalta Negara adalah suatu penetapan teftu',s yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukunt tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang herlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum pedata" ;

a. Keputusan Tata lJsaha Negara yang merupakan perbuatan ltukum
perciata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum ',

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memedukan persetujuan',
d. Koputusan Tata Usaha Negdra yang dikelua*an berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ktab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan ..lain yang bersifat
hukum pidana ;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluafuan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasiona/
lndonesia, dlr
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g. Keputusan Komisi Pemilihan lJmum baik di pusat maupun 'Ji daerah

mengenai hasil pentilihan umum ',

-Menimbang, 
bahwa objek sengketa 1 dalam perkara a quo adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo Nornor : 219/

PL.01.9-KpU1508/KPU.KabA/lll20'19, tanggal 21 Juli 2019 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Lampiran lll A'n

Alfian dari Partai Amanat Nasionat, Daerah Pemilihan Bungo 3 (vide bukti

T.l-4 = T.ll-12) ;

Meninrbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan

beberapa aturan yarrg terdaoat dalam Undang-Undang Nomor:7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang

Pemilu), yaitu sebagai berikut ;

Pasal 19

KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

a. ...., dst ;

b. ...., dst ;

c. menetapkan dan mengutnumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan

suiia ai PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan

sertifikat rekaPitulasi suara ;

d. menerbitkan keputusan KPU KabupateniKota untuk mengesahkan hasil

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya ;

, dst ; dan
,dst;

Pasal 167 ayat (4) huruf i dan j

.... , dst ;

, dst ;

.. , dst ;

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
a. ...., dst ;

b . dst.
r;. ...., dst ;

rl .. , dst i

r,r ... dst .

[ . , dsr ,

g .dst,
l-r ...., dst ,

i. perirungutan darr pcrrgl ltitu trgan suara;
j penetapan hasil Petrtiltt, rian
l<. perrgrrcapan sunrgrah/jarrli Presiden Can Wakil Presiden serta anggota

DPR. DPD, DPRD provinsi. dan DPRD kabupatenikota.
lclan seter rrsrrya sar rrpai ayal B)

Pasal 398

(1) , dst,
(2) , dst :

7

f

1

2
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(3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acaa
penghitungan perclehan suara dan sertifikat
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu-

(4) ...., dst;
(5) KPU Kabupateni Kota menetapkan rekapitulasi

perolehan suara Peserta Pemilu.
(6)..,dst;
(7) ...., dst;

rekapitulasi
rekapitulasi

hasil
hasil

hasil penghitungan

Pasal 418 ayat (3)

(1) .,dst;
(2) ... , dst ;

(3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD

kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 421 ayat (3)

(1) ...., dst;

(2) .. ., dst ;

(3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota.

Pasal 422

Penetapan calon terpitih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabup,aten/kota dai Patlai Politik Pesefta Pemilu didasa*an pada perolehan
kursi paftai politik pesefta Pemilu di suatu daarah pemillhan dltetapkan
berdasarkan suara t,:rbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dai opRo kabupaten/ko:a di satu daerah pemiiihan

yang tercantum pada surat suara-

lvlerri,nbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek

sengketa 1, yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Pemilu di atas dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim objek sengketa 1 tersebut telah

memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha Negara, yaitu keputusan

yang berbentuk tertulis, yang diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha

Negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo (rncasu

Tergugat l), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

mengenai Pemilu, yang bersifat konkret mengenai calon Terpilih Anggota

DPRD Kabupaten Bungrr Pemilu Tahun 2019, bersifat individual dengan

menyebutkan nama-namanya, dan telah final dengan tidak memerlukan

persetu.juan dari atasan ataupun instansi lainnya, serta telah menimbulkan

akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, khususnya bagi orang-

orang yang namanya tercantum dalam keputusan. Permasalahannya

apakah objek sengketa 'l tersebut tidak termasuk keputusan tata usaha

r
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Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang beberapa Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikecualikan, salah satunya adalah Keputusan

Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah Mengenai Hasil

Pemilihan Umum (vide Pasal 2 huruf 0) :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan' terdapat

fakta hukum sebagai berikut :

l.AdanyaBeritaAcaraNomor:,161/PL.01.7-BA/1508/KPU.KAB^//2019'

tanggal 5 Mei 20'19 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupalen/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide

bukti T.l-6) ;

2. Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo

Nomor : '141lHK.03.1-KpU1508/KPU'KabNl2O19' tanggal 5 Mei 2019

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2019 (vide bukti T'l-7) ;

3. Adanya Berita Acara Nomor : 209/PL'01'9-BA/1508/KPU-KabA/1U2019

tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T'l-3) ;

4. Terbitnya Keputtrsan KPU Kabupaten Bungo Nomor : 219/PL'01'9-

KpV1508/KPU-KabA/ll/20't9' tanggal 2'l Juli 2019 tentang Penetapan

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bungo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T'14 = obiek

sengketa 1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas' dapat kita Ketahui

bal-rwa fal<ta hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain, derlgan kata

lain kalau kita membaca dan mencermati oblek sengketa 1' maka kita dapat

mengetahui bahwa objek sengketa 1 berisikan nama-nama Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo hasil

PemilihanUmumTahun20lgyangditerbitkanberdasarkanfaktahukum
tersebut. ntttlai dari adanya bukti T l-6, dilanjutkan dengan bukti T'l-7' bukti

T.l-3, hingga terbitnya obiek sengketa 1 ;

Menimbang, bahura kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 167

ayat (4) huruf idan j Unrlang-Undang Pemilu, dapat diketahui

penerbitan Berita Acara ataupun Keputusan KPU Kabupaten

bahwa

Bungo

T
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sebagaimana bukti T.l-6, T.l-7, dan T.l-3 diatas, serta penerbitan objek

sengketa '1 , menurut lvlalelis Hakim merupakan tahap penghitungan

perolehan suara atau perolehan kursi partai politik yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan iJmum (KPU) dalam hal ini Tergugat l, yang juga

termasuk dalam tahapan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu ;

I/enimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa objek sengketa 1 merupakan suatu penetapan

mengenai hasil pemilihan umum, dalam hal ini adalah Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihar, Umum

(KPU) Kabupaten Burrgo setelah adanya proses pemilihan atau

pemungutan suara yan! dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April

20'1 S ,

Iv'lenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan

selaras dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata

lJsaha Negara, Maielis Hal<inr berl<esimpulan bahwa objek sengketa 1

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut

Undang-Urrdang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat

dijadikan sebagai Objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena obiek sengketa 1 termasuk

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa terhadap

objek sengketa 1 bukanlah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara

sebagainrana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, sehingga sesuai dengan Pasal 47 Tuncto Pasal 50

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha

Negara Jambi secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikannya, sehingga oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I

mengenai hal tersebut haruslah diterima dan gugatan Penggugat terhadap

objek sengketa t harrrslah dinyatakan tidak diterima;

Meninrbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I terhadap

objek sengketa "l mengenai kompetensi absolut Pengadilan diterima, maka

terhadap eksepsi lainnya dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu

dipertimbangkan lebih laniut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa 2,

Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 telah memenuhi unsur

/kriteria keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

"l(,,,"n
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berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Gubernur Jambi (rncasu Iergugat ll)
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan
pemerintahan (eksekutif), berisikan tindakan tata usaha Negara berupa

peresmian pengangkatan Anggota Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 201g yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai pemiiihan umum, yang bersifat

konkret bukan abstrak, individual yang ditujukan kepada orang tertentu
dengan menyebutkan nama-nama yang jelas, klrususnya atas nama Alfian,
S.M., dan final tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, serta telah

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, khususnya atas nama Alfian,

S.tt/ ;

Menimbang, bahwa selain itu, objek sengketa 2 bukanlah

keputusan tata usal!a Negara yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2

Undang-Ur':dang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Malelis

Hakirn berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 2

merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1

angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa,

mernutus, dan menyelesaikannya, dan terhadap eksepsi mengenai

kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat ll dan

Tergugat ll lntervensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

lVlenimbarrg, bahwa selanjutnya sebelunr Majelis Hakim

mempertinrbangkan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan

Pengadilan, Majelis Hakrm akan mempertimbangkan mengenai kepentingan

Penggugat dalam rnengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2 ;

Menimbang, bahwa urrsur kepentingan Penggugat menjadi hal yang

sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengarr ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa

"Seseorang atau Badan Hukwn Perdata yang merasa kepentingannya

dirugikart oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang beisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa diserlai tuntutan ganti rugi dan atau

rehabilitasf' dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu "No lnterest

No Action, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan" ;



Menimbang, bairwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas

sebagai pihak dalam suatu perkara apabila menliliki kepentingan sebagai

syarat untuk menga.jukarr gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa lndroharto, SH dalam bukunya yang berjudul

"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Buku ll, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan - lndonesia 2003). hlm 37 - 40,

menyatakan bahwa : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan

Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai

yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :

a Kepentingan dalanr kaitannya yang berhak menggugat;

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan ;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan

suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek

sengketa 2 sebagaimana bukti T.ll-13, Majelis Hakim dapat mengetahui

bahwa objek sengketa 2 berisikan mengenai nama-nama Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo yang terpilih pada

Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana objek sengketa 2 itu diterbitkan atas

dasar adanya Keputusan l(omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo

Nomor : 21g/PL.01.9-KpU1508/KPU.KabNll/2O19, tanggal 21 Juli 2019

tentang Penetapan Calon Terpilitl Anggota Dewan Penivakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Lampiran

lll A.n Alfian dari Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Bungo 3 (vide

bukti T.l-4 = T.ll-12, incasu objek sengketa 1) dan karena adanya Surat

Komisi Pemilihan Llmum (KPU) Kabupaten Bungo Nomor : 624lPL.01.03-

SD/1508/KPU.KabA/11i2019, tanggal 24 Juli 2019 Perihal : Penyampaian

Dokumen Usulan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahutr

201S-2024 yang dituiukan kepada Bupati Bungo (vide bukti T.ll4) dan

adanya Surat Bupati Bungo kepada Gubernur Jambi (rncasrl Tergugat ll)

Nomor - 171l906/Adpurrt, tanggal 29 Juli 2019 Perihal Penyamgraia,r tJsulan

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019-2O24 (vide

bukti T.ll-1) ;

Menimbang. balrwa setelalr membaca dan mencermati obiek

sengketa 1 (vrde bukti T.l-4 = T.ll-12) dan surat KPU Kabupaten Bungo

dalam bukti T.ll4 rJan SLrrat Bupati Bungo dalam bukti T.ll-1 , Maielis

Hakim tidak menemukan nama Penggugat dalam ketiga sr-rrat tersebut,
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artinya Penggugat bukanlah pihak yang ditetapkan dan diusulkan oleh KpU
Kabupaten Bungo untuk diresmikan pengangkatannya sebagai anggota

Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo Pemilihan

Umum Tahun 2019, sehingga atas dasar tersebut dan selaras dengan
pendapat lndroharto, S.ll. di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan penerbitan obiek
sengketa 2;

l.4enimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,
yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Ur.rdang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Fiakim berkesimpular, bahwa

Penggugat tidak mempunyai kapasitas I legal standing untuk mengalukan

gugatan terhadap obiek sengketa 2, maka menurut Majelis Hakirn bahwa

terhadap gugatan Penggugat naruslah dinyatakan tidak diterima karena tidak

menrenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata

Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo

tidak perlu dipertimbarrgkan lagi dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat

dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara in lifis:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai

kepentingan terhadap obiek sengketa 2 dan gugatannya tidak diterima,

maka eksepsi dari Tergugat l, Tergugat ll, dan Tergugat ll lntervensi

selebihnya dan telhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan

lebih lanjut ;

Menimhang, bahwa dengan tidak diterima Gugatan Penggugat,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang

Nomor 5 Tahun '1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Kepada

Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya

akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti

yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada

ketentuan Pasal 100yunclo Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan

menggunakan bukti-bukti yang relevan yang d'rjadikan dasar dalam

mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya tetap

disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam putusan ini;
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Mengingat, ketentuan pasal 77 ayat (i) juncto pasal 47 juncto

Pasal 50 Undanq-Undang Nontor S Tahun 1996 tentang peradilan Tata
Usaha Negara juncto Pasal 't angka '10 Undang-Undang Nomor 51 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19g6
juncto ?asal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
Peraturan Perundarrg-undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI
Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut
pengadilan terhadap Obiek Sengketa I yaitu Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/pL.01 .g_

Kpt/1508/KPU. Kablt/lll2o19, tanggal 21 Juli 20'1'9 tcntang penetapan

Calon terpilih Anggota Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupalen

Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran lll An. ALFIAN

dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;

Dalam Pokok Sengketa:

- llenvatakan Gugatan Penggugat terhadap Ob.lek Sengketa 1 yaitu

Keputusan Komisi Pemilihan Urrum Kabupaten Bungo Nomor

21 9/P1.C1.9-KpU1 508/KPU.KabA/ll/2O1 9, tanggal 21 Juli 201 9 tentang

Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bungo Pernilihan Umum Tahun 2019. .Khusus Lampiran lll

An. ALFIAN dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3,

Tidak Diterima (Niet Otttvankelijke Verklaad)',

- Menyatakan Gug;atan Penggugat terhadap Ob.iek Sengketa 2 yaitu

l(eputusan Gubernrrr .larnbi Nomor 946/KEP GUB/ SETDA.PEM-OTDA

2.AzUg tentanli Peresrnian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

,{akyal lJaerah l(ahrrlirttlrr tlunlyo Provinsi .Janrbr ltrlasa Jabatatr 2019 -
?-O24. langgal l5 l\rtustus 2019, Khusus Lampiran An. ALFIAN, S.M.

dari Partai Amarrirl Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3, Tidak
Diterirna (Niel ( )t tl v, tr tl<t:liilte Verklaard),

- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam

Perrreriksaan Serrgkr-.la irri sebesar Rp. 715.500,- (Tujuh Ratus Lima

.Llelas Ribu Llrr;r l.lirlls llupiait),

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengaclilan fata Usalxr N,:t;errir Jambi pada hari Kamis, tanggal 2 Januari

2020 oleh FlTRlf{MlNA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata rlsaha Negara

Janrbi Sebagai Hakinr l(.rlua Majelis, ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H. dan
d
I
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A. TAUFIQ KURNTAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, Tanggar g Januari 2020 oreh FrrRlAMrNA, s.H.,
M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Sebagai Hakim Ketua
IVlalelis, ASLAM|A, S.H., dan A. TAUFte KURNIAWAN, S.H., M.H., masing_
masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oreh yosHrNTA MAGE,
S.H., M.l-|. sebagai panitera pengganti pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat, Tergugat l, Kuasa
Hukum Tergugat ll dan Kuasa Hukum Tergugat ll lntervensi.

Hakim-Hakinr Anggota

dto.
FITRIAMINA, S.H., M.H"

I. ASLAMIA, S.H.,

dto.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

YOSHINTA MAGE, S.H.,M.H.
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t: Rincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2OigrpTUN.JBl

- Pendaftaran Gugatan - Rp. 30.OOO,_

- A'IK = Rp. 100.000,-
- Panggilan = Rp.513.500,_
- PNBP Panggilan Pertama = Rp. 4O.OO0,_

- Redaksi Putusan Sela dan putusan = Rp. 2O.OOO,_

- Materai Putusan Sela dan putusan - Rp. 12.000,-
Jurnlah = Rp.715.500,_

(Terbilang : tujuh ratus tima belas ribu lima ratus rupiah)
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